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ABSTRAK 
Nama    : AndiEvieDesianaIshak 
Nim    : 10700113169 
JudulSkripsi : Peran  BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Dalam   
     Penanggulangan  Kemiskinan Berbasis Kemandirian Di  
     Kelurahan  Pandang-Pandang   Kecamatan Somba Opu  
     Kabupaten  Gowa   
 
 
Permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia sebagai negara sedang berkembang salah 
satunya adalah masalah kemiskinan dan upaya untuk menanggulanginya. Peran pemerintah sangat 
dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya dengan memberdayakan masyarakat. 
Ditingkat kelurahan oleh pemerintah dibentuk kelembagaan masyarakat yang disebut Badan 
Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dengan adanya BKM dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk 
membuka lapangan usaha/kerja bagi masyarakat miskin di kelurahan Pandang-pandang dengan 
program yang diberikan yang akhirnya mampu mengangkatkan taraf hidup, peningkatan pendapatan 
keluarga. Kemandirian adalah sikap yang tertanam pada diri masyarakat untuk berdiri sendiri dan tidak 
bergantung pada orang lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui model 
penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian Di kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba 
Opu Kabupaten Gowa (2) Untuk mengetahui Peran BKM dalam penanggulangan kemiskinan Berbasis 
Kemandirian Di kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Di kelurahan 
Pandang-Pandang Jl. Sultan Hasanuddin Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini 
adalah koordinator BKM, anggota BKM, kepala Lurah, KSM (UPK) dan masyarakat miskin. Analisis 
data yang dilakukan menggunakan analisis interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model penanggulangan kemiskinan berbasis 
kemandirian melalui pemberdayaan. Pemberdayaan di sini ialah meningkatkan skill masyarakat miskin 
dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Diantaranya yaitu pelatihan  menjahit dan pengembangan 
kapasitas masyarakat.. Serta memberikan modal pinjaman bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah. (2) 
Peran BKM dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan Pandang-Pandang meliputi tiga bidang 
(Tridaya) yaitu bidang lingkungan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. BKM, menanggulangi kemiskinan 
tidak hanya dengan pendekatan ekonomis tetapi juga dengan pendekatan karakter. Pemerintah kelurahan 
Pandang-Pandang, menekankan klasifikasi penggolongan masyarakat miskin, guna meminimalkan 
jumlah penduduk miskin yang ada di kelurahan Pandang-Pandang. Masyarakat miskin, meningkatkan 
kesadaran untuk membangun dirinya dan bisa memanfaatkan model penanggulangan kemiskinan yang 
diberikan pemerintah Kelurahan maupun BKM dan akhirnya masyarakat di kelurahan pandang-pandang 
Mandiri tidak bergantung lagi dengan orang lain. 
 
Kata Kunci:Peran BKM, PenanggulanganKemiskinan, Kemandirian 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar  Belakang  Masalah  
Saat ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan 
nasional di segala bidang, dimana pembangunan tersebut merupakan upaya untuk 
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti 
termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. 
“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.  
 
Guna memperlancar program pembangunan daerah, pemerintah 
menetapkan dasar hukum yang diterapkan pada setiap pemerintah daerah yaitu 
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemertintah Daerah, dan hak 
otonomi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.Seiring dalam 
pelaksanaanya pemerintah juga mengeluarkan dasar hukum yang ditetapkan pada 
Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Pemerintah 
Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu dengan pemanfaatan ekonomi dan potensi 
masyarakat yang ada diharapkan pemerintah mampu menjalankan tujuan dari 
suatu program pembangunan daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. 
Pemanfaatan ekonomi yang maksimal mampu meningkatkan laju pertumbuhan 
ekonomi layak. Namun di dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hal 
yang perlu dipertimbangkan yaitu tingkat investasi masyarakat pada umumnya. 
Sedangkan tingkat investasi dipengaruhi juga dalam segi pendapatan seseorang. 
Rendahnya pendapatan seseorang menjadikan kendala dalam peningkatan laju 
 
 
 
 
pertumbuhan ekonomi bangsa. Sehingga dengan demikian permasalahan utama 
dalam proses pembangunan yang didalamnya meliputi peningkatan laju 
pertumbuhan ekonomi yaitu masalah kemiskinan.  
Dalam konteks penjelasan pandangan Al-Quran tentang kemiskinan 
ditemukan sekian banyak  ayat-ayat Al-Quran yang memuji kecukupan, bahkan 
Al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Sebagaimana dalam QS 
Al-Jum’ah (62/10), Allah SWT berfirman: 
                         
         
Terjemahannya:  
“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya 
kamu beruntung.” 
Tiadalah didunia ini yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang 
miskin. Tuhan yang menciptakan maka Tuhan pulalah yang menjamin rizqi bagi 
makhluk-Nya dari arah manapun yang Dia kehendaki. Sejatinya yang membuat 
miskin adalah dirinya sendiri yaitu dengan berdiam diri dan tidak memanfaatkan 
sebaik-baiknya apa yang mereka miliki. Tuhan menciptakan manusia dengan 
anggota tubuh untuk dipergunakan sebaik mungkin, mencari karunia-Nya di 
waktu siang hari dan beribadah kepada-Nya di waktu malam hari tiba. Beberapa 
ayat al-Qur’an juga menunjukkan bahwa rizqi yang di berikan oleh Tuhan itu 
harus dicari (wabtaghi) bukan datang dengan sendirinya. 
 
 
 
 
Manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dan bekerja secara 
profesional. Melalui pekerjaan yang ditekuninya mereka dapat memperoleh hasil 
untuk mencakupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS.At-
Taubah (9/105), Allah SWT berfirman: 
                           
                      
Terjemahnya : 
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 
 
Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas 
semua apa yang telah kita kerjakan. Hal yang paling penting dari ayat ini adalah 
penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mustilah benar. 
Kemiskinan merupakan fenomena Nasional dan global yang sangat 
memprihatinkan. Bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini 
tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia.  
Kemiskinan oleh Wardan (2009:14) adalah kondisi seseorang atau 
kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak 
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 
bermartabat.  
Sedangkan Soekanto (2007:320) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu 
keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai 
 
 
 
 
dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan 
tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.  
Kondisi masyarakat miskin yang masih berada pada garis kemiskinan 
mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau 
tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka penanggulangan 
kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat dan 
meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Untuk menanggulangi kemiskinan 
dan sekaligus memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan suatu 
upaya memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang 
tersebar diberbagai sektor dan wilayah dengan memperhatikan tantangan, modal 
dan potensi yang ada. 
Negara mempunyai peranan langsung dalam peningkatan kesejahteraan 
rakyat yaitu dengan adanya upaya pemerintah untuk menanggulangi persoalan 
kemiskinan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi adalah dengan memberikan 
bantuan kepada masyarakat miskin melalui Program PenanggulanganKemiskinan 
di Perkotaan (P2KP). Program tersebut mempunyai strategi dan orientasi yang 
lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal. Hal tersebut 
dipandang sebagai syarat menuju terbentuknya masyarakat yang mampu 
mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapi secara berkelanjutan.Program 
bantuan kepada masyarakat miskin diberikan dalam bentuk dana yang dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan juga untuk 
pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dana 
bantuan P2KP merupakan dana hibah dana pinjaman yang disalurkan kepada 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan 
 
 
 
 
konsultan yang mengelola P2KP disuatu wilayah kerja, penanggung jawab 
operasional kegiatan yang ditunjuk serta badan yang sudah dibentuk dalam hal ini 
adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).  
Program P2KP bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan 
kemiskinan melalui hal-hal sebagai berikut: 1) Penyediaan dana pinjaman 
untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja 
baru; 2) Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana 
dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 
menunjang kegiatan ekonomi produktif; 3) Peningkatan kemampuan 
perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan 
kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat 
produktif dengan berbasis pada usaha kelompok; 4) Penyiapan, 
pengembangan, dan pemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat 
Kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat 
dalam melaksanakan program pembangunan dan     5) Pencegahan 
menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan 
sarana dasar lingkungan (Pedoman Umum P2KP Tahun 1999). 
Sasaran penerima bantuan yang bersifat umum melalui: bantuan kredit 
modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, 
bantuan hibah untuk pembangunan maupun perbaikan prasarana dan sarana 
dasar lingkungan, bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan 
untuk mencapai kemampuan pengembangan usaha-usahanya (Pedoman 
Umum P2KP Tahun 1999). Tidak hanya dengan adanya bantuan yang 
diberikan oleh negara untuk penanggulangan kemiskinan yang ditujukan 
 
 
 
 
kepada masyarakat miskin untuk kesejahteraan mereka. Namun masyarakat 
miskin tersebut juga harus diberi pelatihan ataupun hal lain yang nantinya bisa 
membuat masyarakat tersebut mandiri, Tidak hanya mengandalkan bantuan 
dari negara saja. 
Mandiri adalah “sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 
orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas” Aqib (2011:7). Kemandirian 
juga berarti kepercayaan terhadap gagasan sendiri. Kemandirian berarti “tidak 
adanya keraguan dalam menetapkan tujuan anda tidak dibatasi oleh ketakutan 
atau kegagalan” Parker (2013:228). Purnomo (2013:4) mengemukakan bahwa 
“proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat diterapkan berbagai 
pendekatan, salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat.” 
Sedangkan Winarni (2013:4) mendefinisikan bahwa inti dari pemberdayaan 
adalah “meliputi tiga hal yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi 
atau daya (empowerment) serta terciptanya kemandirian.” 
Penelitian ini kemandirian yang dimaksud adalah sikap yang tertanam 
pada diri masyarakat di Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa khususnya masyarakat miskin yang ada di sana untuk dapat 
berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian tersebut 
meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka 
lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi 
yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, 
memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai 
pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya 
kemampuan yang terdiri atas kemampuan psikomotorik, kognitif, afektif, 
 
 
 
 
dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal 
masyarakat tersebut. Pengembangan dan perluasan bidang pemberdayaan 
merupakan kebijaksanaan yang penting dalam prosesmemberdayakan 
masyarakat, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan 
potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. 
Kemiskinan muncul karena masyarakat tidak memiliki akses sarana 
dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, kualitas perumahan dan 
pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang 
tidak menentu. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menanggulangi 
kemiskinan salah satunya dengan memberdayakan masyarakat. Upaya 
penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan berbagai cara yang 
terwujud dalam berbagai program pembangunan. Program pembangunan 
tersebut diantaranya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan 
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Untuk menangani 
program P2KP, ditingkat kelurahan oleh pemerintah dibentuk kelembagaan 
masyarakat yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dengan 
adanya BKM dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk membuka lapangan 
usaha/kerja bagi masyarakat miskin dikelurahan Pandang-Pandang dengan 
program yang diberikan yang akhirnya mampu mengangkatkan taraf hidup, 
peningkatan pendapatan keluarga. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 
pemberian kredit usaha rakyat dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 
Pemberian kredit tersebut sifatnya pinjaman dan bergulir, dengan cara 
masyarakat miskin diberi pinjaman untuk dikelola bersama kelompok 
masyarakat yang sudah dibentuk. Dengan tujuan menciptakan kemandirian 
 
 
 
 
pada masyarakat miskin di Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba 
Opu Kabupaten Gowa. 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian terkait dengan penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian 
mendorong saya untuk menulis skripsi dengan judul “Peran BKM (Badan 
Keswadayaan Masyarakat) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 
Kemandirian Dikelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa” sebagai dasar dalam melakukan penelitian. 
 
B.  Rumusan  Masalah 
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penelitian ini memusatkan 
pada suatu pokok permasalahan yang berusaha mencari jawaban atas pertanyaan 
yang dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian Di 
kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 
2. Bagaimana Peran BKM dalam penanggulangan kemiskinan Berbasis 
Kemandirian Dikelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa? 
 
C.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Berdasarkan perumusan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang 
hendak ingin dicapai peneliti dilaksanakannya penelitian adalah: 
a. Untuk mengetahui model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian Di 
kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 
 
 
 
 
b. Untuk mengetahui Peran BKM dalam penanggulangan kemiskinan Berbasis 
Kemandirian Di kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa 
2. Mengacu pada tujuan penelitian, maka kegunaan dilaksanakannya 
penelitian ini terbagi menjadi kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. 
Adapun kegunaan  penelitian adalah sebagai berikut:  
a. Kegunaan  Praktis  
1. Bagi responden secara umum penelitian ini diharapkan mampu 
meningkatkanpengetahuan tentang program-program BKM Mandiri, salah 
satunya langkah penanggulangan kemiskinan. 
2. Bagi responden secara khusus penelitian ini diharapkan mampu 
memperlihatkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di 
bidang ekonomi. 
b. Kegunaan  Teoritis  
1. Mampu memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya tentang 
strategi penganggulangan kemiskinan dan strategi pembangunan di 
Indonesia.  
2. Mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam memberdayakan 
masyarakat melalui program yang dilaksanakan. 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
 
 
 
 
 
A. Kemiskinan 
1. Pengertian Kemiskinan 
Mubyarto (1988:163) mendefinisikan kemiskinan adalah “manifestasi 
dari keadaan dan keterbelakangan masyarakat, sehingga melalui upaya-upaya 
pendidikan dan ‘modernisasi’, kemiskinan dan keterbelakangan akan 
berkurang.” Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang 
tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan 
kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun 
fisiknya dalam kelompok tersebut Soekanto ( 2007:320). 
Kemiskinan oleh Purnomo (2013:3) mendefinisikan bahwa 
“kemiskinan mempunyai arti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi 
kebutuhan fisik dan non fisik.” Pengertian lain disampaikan oleh Loekman 
Soetrisno (2013:3) mengemukakan pendapatnya tentang kemiskinan adalah 
“suatu hal yang komplek dan karenanya tidak dapat dijelaskan dengan hanya 
melihat satu segi saja.” Sedangkan Seabrook (2006:20) menyatakan 
kemiskinan adalah “suatu keadaan kekurangan yang absolut (tiadanya 
kebutuhan pokok untukbertahan hidup).” Pendapat lain dilihat juga oleh 
Bappenas dalam Wardan (2009:14) yang menyatakan kemiskinan adalah 
“kondisi seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak 
terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 
kehidupan yang bermartabat.” Kemiskinan oleh Scott (2000:24) didefinisikan 
bahwa “kemiskinan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan 
keuntungan-keuntungan nonmateri yang diterima oleh seseorang.” 
 
 
 
 
 Pendapat lain dikemukakan oleh Mubyarto (2014:18) digambarkan sebagai 
“kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau 
minimum yaitu sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.” Sumber lain yakni 
World Bank (2014:19) mendefinisikan kemiskinan sebagai “kekurangan dari 
segi kesejahteraan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan bermartabat.” 
Jadi kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi hak dasarnya 
(fisik dan non fisik). 
2. Klasifikasi Kemiskinan 
Anwas (2013:84) menggolongkan kemiskinan dalam empat  jenis  yaitu:  
a. Kemiskinan Absolut, 
b. Kemiskinan Relatif, 
c. Kemiskinan Struktural, dan  
d. Kemiskinan Kultural. 
 
Kemiskinan Absolut, merupakan tingkat ketidakberdayaan individu 
atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, 
sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa 
hidup dan bekerja. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut adalah 
mereka yang hidup dengan pendapatan dibawah USD $1 per hari.  
Kemiskinan Relatif, Terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan 
dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas 
garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya 
masyarakat sekitarnya.  
 
 
 
 
 
Kemiskinan Struktural, Adalah kondisi miskin yang disebabkan 
kebijakan pemerintahan dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh, 
masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan.  
Kemiskinan Kultural,Terkait dengan faktor sikap individu atau 
masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak 
kreatif sehingga menyebabkan miskin. 
Sementara itu Usman (2012:126) mengklasifikasikan konsep 
kemiskinan terdapat tiga macam, yaitu: “kemiskinan absolut, kemiskinan 
relatif, dan kemiskinan subyektif”. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan 
dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (a fixed yardstick). Ukuranitu 
lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota 
masyarakat (sandang, pangan dan papan). Masing-masing negara mempunyai 
batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup dasar 
masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena 
ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini mengenal garis batas 
kemiskinan. Pernah ada gagasan yang ingin memasukkan pula kebutuhan 
dasar (basic cultural needs) seperti pendidikan keamanan, rekreasi, dan 
sebagainya, disamping kebutuhan fisik.  
Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan the idea of 
relativestandard, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. 
Dasarasumsinya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah 
lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. 
Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan 
 
 
 
 
pertimbangan(in terms of judgment) anggota masyarakat tertentu, dengan 
berorientasipada derajat kelayakan hidup Usman (2012:126). Sedangkan 
konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok 
miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal a fixedyardstick, dan tidak 
memperhitungkan the idea of relative standard. 
 Kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh 
jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin (dan demikian pula sebaliknya). 
Dan kelompok yang dalam perasaan kita tergolong hidup dalamkondisi tidak 
layak, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri semacam itu (dan demikian 
pula sebaliknya). Oleh Karena itu, konsep kemiskinan semacam ini dianggap 
lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan 
merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya. 
Sedangkan terkait dimensi kemiskinan, terdapat dua macam perspektif yang 
lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu: perspektif 
kultural (cultural perspective) dan perspektif struktural atau situasional 
(situational perspective). 
Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat 
analisis: individual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual, 
kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut a strong feeling 
ofmarginality seperti: sikap parokial, apatisme, fatalisme atau pasrah 
padanasib, boros, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan 
ditunjukkan dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan free union 
orconsensual marriages. Pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama 
 
 
 
 
ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi 
masyarakat secara efektif. Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai 
obyek yang perlu digarap dari pada sebagai subyek yang perlu diberi peluang 
untuk berkembang. Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah 
kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan 
akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital 
antara lain program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan 
pertumbuhan (growth) dan kurang memperhatikan pemerataan hasil 
pembangunan. Program-program itu antara lain berbentuk intensifikasi, 
ekstensifikasi, dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan 
sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan nasional ekspor.  
3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan 
Berdasarkan studi SMERU dalam Suharto (2009:16) menunjukkan 
Sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:  
1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang 
dan papan). 
2) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 
3) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita 
korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal 
dan terpencil). 
4) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya 
pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber 
alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, 
listrik, air).  
5 Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya 
pendapatan dan aset), maupun misal (rendahnya modal sosial, ketiadaan 
fasilitas umum).  
6) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 
memadai dan berkesinambungan.  
 
 
 
 
7) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk 
pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari 
negara dan masyarakat)  
8) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.  
 
4. Penyebab Utama Kemiskinan 
Hans Antlov (2009:15-16) menyebutkan ada empat penyebab  
kemiskinan, yaitu:  
a. Tidak adanya akses ke pasar kerja, 
b. Kemiskinan  bisa  diakibatkan  oleh  kerusakan  lingkungan  atau  
hilangnya habitat. 
c. Pelayanan sosial yang tidak memadai. 
d. Tidak diikut sertakannya dalam proses kebijakan. 
 
Tidak adanya akses ke pasar kerja. Lapangan kerja dan kesempatan 
kerja harus menjadi prioritas untuk mengentaskan kemiskinan. Langsung atau 
tidak langsung orang yang tidak memiliki pekerjaan tentunya tidak 
memperoleh pendapatan. 
Kemiskinan  bisa  diakibatkan  oleh  kerusakan  lingkungan  atau  
hilangnya habitat. Kerusakan lingkungan dan  sempitnya lahan  
mengakibatkan terganggunya  lahan  pertanian.  
Pelayanan sosial yang tidak memadai. Pelayanan sosial ini berupa 
layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya.  
Tidak diikut sertakannya dalam proses kebijakan.Secara konseptual, 
kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu:  
a. Faktor Individual Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan 
psikologis si miskin.  
b. Faktor Sosial, Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi 
miskin.  
 
 
 
 
c. Faktor Kultural Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. 
Faktor ini sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya 
kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau 
mentalitas.  
Faktor Struktural, Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, 
tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau 
sekelompok orang menjadi miskin.  
5. Kriteria Masyarakat Miskin di Indonesia 
Terdapat berbagai macam indikator-indikator yang dijadikan patokan 
dalam kriteria masyarakat tergolong miskin di Indonesia. Bappenas (2014:23) 
menjelaskan indikator kemiskinan bahwa indikator ukuran miskin meliputi 
terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan mutu 
pelayanan kesehatan dan pendidikan, terbatasnya akses terhadap air bersih, 
lemahnya kepastian kepemilikan penguasaan tanah, dan sebagainya. 
Badan Pusat Statistik menentukan indikator-indikator kemiskinan, 
yaitu: 
a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 per orang  
b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan 
c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas 
rendah/tembok tanpa plester. 
d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah 
tangga lain.  
e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.  
 
 
 
 
f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung sungai/air 
hujan  
g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak 
tanah  
h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu 
i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun  
j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari 
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik  
l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 
Ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan 
pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)  
m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat 
SD/hanya SD  
n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non kredit), 
emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.  
Masyarakat miskin juga dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, 
yaitu golongan miskin sekali (fakir miskin), miskin dan hampir miskin (rentan 
terjadi miskin). Untuk masyarakat golongan fakir miskin pemerintah sudah 
melakukan kegiatan-kegiatan seperti bantuan Raskin, Bantuan Langsung 
Tunai, beasiswa, Jamkesmas dan sebagainya. Dalam realisasinya, bantuan 
tersebut ternyata tidak mudah. Masyarakat lebih suka mengaku sebagai fakir 
 
 
 
 
miskin dengan harapan mendapat berbagai bantuan gratisan tersebut. 
Akibatnya sifat ketergantungan semakin meningkat. 
6. Solusi Menanggulangi Kemiskinan 
Pemerintah mempunyai solusi untuk menanggulangi  kemiskinan, 
yaitu:  
a. Penyaluran bantuan langsung dalam bentuk seperti BLT, Raskin, dana 
BOS, Jamkesmas (Askeskin), Program Keluarga Harapan (PKH), obat 
murah dan banyak lagi yang lainnya.  
b. Program pemberdayaan masyarakat kecamatan dan desa di daerah 
tertinggal dan derah khusus. Pemberdayaan ini mencakup berbagai 
aspek: pendidikan, jalan, jembatan, dan sebagainya.  
c. Pemberian pinjaman bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha mikro, 
kecil, dan menengah juga koperasi (Wardan, 2009:17).  
 
 
B. Kemandirian dalam Pemberdayaan Masyarakat 
1. Pengertian Pemberdayaan 
Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau 
masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (powerless). 
Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, 
pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja 
keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam aspek tersebut 
mengakibatkan ketergantungan,  ketidakberdayaan, dan kemiskinan.  
      Djohani (2013:49) pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan 
daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah(powerless), dan 
mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa 
(powerful). 
 
Sedangkan Rappaport (2013:94) pemberdayaan adalah “suatu cara 
dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu 
 
 
 
 
manguasai atau berkuasa atas kehidupannya.” Pengertian pemberdayaan 
tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi 
wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat 
sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, 
potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar 
memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. 
Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam 
meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu 
berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri.  
Pengertian pemberdayaan dinyatakan juga oleh Parsons (2013:149) 
pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, 
pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya 
dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Slamet (2003:25) 
menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah “bagaimana membuat 
masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya 
sendiri.” Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, 
termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, 
berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil 
keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap 
informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. 
 Pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, 
bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu 
atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah 
 
 
 
 
tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah 
kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan 
kualitas hidup dan kesejahteraannya. Pemberdayaan juga dapat dipandang 
sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan 
masyarakat.Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan 
kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara 
demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam 
meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan 
sejahtera. 
2. Pemberdayaan dalam Penanggulangan Kemiskinan 
Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui: 
penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Kemiskinan 
sejak zaman dahulu hingga sekarang belum bisa terpecahkan secara tuntas. 
Menyadari sangat kompleksnya masalah dan faktor penyebab kemiskinan, 
maka penanggulangan kemiskinan tidak bisa dipecahkan dari aspek ekonomi 
saja.  
Suyono (2003:85) penanggulangan kemiskinan menuju keluarga 
sejahtera perlu memasukkan variabel non ekonomi. Hal ini disebabkan karena 
penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu 
dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia. 
Hakikat penyebab kemiskinan sesungguhnya adalah melekat dalam diri 
individu atau sosial yang bersangkutan. Masalah kemiskinan sangat terkait 
dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu 
 
 
 
 
penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia sehingga mereka mampu berdaya, berdiri diatas kakinya sendiri, 
autonomi atau memiliki daya tawar dan daya saing untuk mampu hidup 
mandiri. Pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan 
dengan cara mengubah mind set individu dan masyarakat untuk berdaya dan 
mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang 
dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. Bentuk aktivitas 
pemberdayaan tersebut diantaranya: kegiatan pendidikan dan latihan yang 
dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi 
dan kebutuhan masyarakat, kegiatan pendampingan yang dilakukan secara 
berkelanjutan, menumbuhkan lembaga-lembaga non formal dalam masyarakat, 
menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan 
kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, dan bentuk aktifitas lainnya  
Anwas (2013:86). 
 Wardan (2009:27) menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan 
dijalankan dalam tiga bentuk cluster:  
a. Bantuan langsung masyarakat yang sangat miskin. Bantuan langsung ini 
tersebar dalam bentuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan 
pertanian, dan bantuan masyarakat pesisir.  
b. Program pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan dan untuk 
menggiatkan masyarakat sehingga memperoleh penghasilan yang layak.  
c. Bantuan yang berupa pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).  
 
 
3. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat 
Kieffer (2010:63) bahwa “pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang 
meliputi kompetensi kerakyatan, kompetensi sosiopolitik, dan kompetensi 
 
 
 
 
partisipatif. Parsons et.al. (1994:106).” Suharto (2010:63) juga mengajukan 
tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:  
a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual 
yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih 
besar.  
b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna 
dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.  
c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai 
dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian 
melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk 
memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih 
menekan. 
 
4. Strategi Pemberdayaan 
Keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, 
tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang 
berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan 
itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan bottom-up, dengan cara 
menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. 
Melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai 
pendekatan. Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P 
yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan 
pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut.  
a. Pemungkiman; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu 
membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang 
menghambat.  
b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
 
 
 
 
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap 
kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian 
mereka.  
c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah 
agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan 
yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan 
mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. 
Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi 
dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.  
d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 
mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan 
harus mampu menyokong masyarakat agar tidakterjatuh ke dalam keadaan
 dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 
e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 
keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan 
berusaha Suharto (2005:88). 
Konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukanmelalui tiga aras 
atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro,mezzo dan makro.  
1. Aras mikro. 
2. Aras mezzo, 
3. Aras Mikro. 
 
 
 
 
 
Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui 
bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention.Tujuan utamanya adlaah 
membimbing atua melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini 
sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centeredapproach). 
Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media 
intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan 
sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran,pengetahuan, keterampilan 
dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan 
yang dihadapinya.  
Aras Mikro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar(large-
system-strategy), karena sasaran perubahan diarahkan padasistem lingkungan yang lebih 
luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, 
pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam 
pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki 
kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta 
menentukan strategi yang tepat untuk bertindak Suharto (2010:66-67).  
5. Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan  
a. Partisipasi Masyarakat  
Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebuah proses, 
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu 
yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan 
menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan 
 
 
 
 
sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 
pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang 
bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, 
mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 
berpartisipasidalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-
tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali 
digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah 
proses. Indikator pemberdayaan menurut Suharto (2011:40) mencakup empat 
hal, yaitu: “kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan 
masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta 
dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.” 
Salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah 
seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan 
sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja. Partisipasi 
masyarakat juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai 
tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu proses 
dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat 
terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna 
keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju 
kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik Anwas 
(2013:93). 
Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata 
hasil(output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan 
 
 
 
 
pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberadayaan yang 
dilakukan oleh individu atau masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat 
bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk 
pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan 
kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan 
secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti: gizi 
dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan 
anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat 
dilakukan secara parsial. Pemberdayaan perlu dilakukan secara 
berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah 
perilaku dan kebiasaan masyarakat kearah yang lebih baik, Anwas (2013:51).  
Penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan 
pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan semua 
potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya 
dan melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.  
b. Pengertian Kemandirian 
Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua milik kita; 
tahu bagaimana mengelola waktu anda, berjalan dan berpikir secara 
mandiri,disertai dengan kemampuan untuk mengambil resiko dan 
memecahkan masalah. Parker (2006:226). Kemandirian dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (2002:710) adalah “hal atau keadaan dapat berdiri sendiri 
tanpa bergantung pada orang lain.” Ali dan Asrori (2014:110) mengemukakan 
 
 
 
 
bahwa “kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor yang menjadi 
prasarat bagi kemandirian, yaitu disiplin (adanya aturan bertindak dan otoritas; 
komitmen terhadap kelompok).” Jadi kemandirian adalah suatu kondisi 
dimana seseorang tidak bergantung pada suatu otoritas dan tidak memerlukan 
arahan serta mampu berdiri sendiri. 
kemandirian, tidak ada kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan 
orang lain ketika hendak melangkah atau melakukan sesuatu yang baru. 
Demikian juga, mereka tidak membutuhkan petunjuk yang detail dan terus 
menerus tentang bagaimana mencapai produk akhir. 
Kemandirian berkenaan dengan tugas, dan keterampilan bagaimana 
mengerjakan sesuatu, bagaimana mencapai sesuatu atau bagaimana mengelola 
sesuatu. Namun kemandirian juga mencakup kemampuan untuk menyendiri 
dan memikirkan sesuatu dengan pikiran anda sendiri. Kemandirian berkenaan 
dengan pribadi yang mandiri, kreatif, dan mampu berdiri sendiri; memiliki 
kepercayaan diri dan mengurus segala sesuatu dengan diri kita 
sendiri.Kemandirian membantu kita untuk : 1) Aktif; 2) Mandiri; 3) Kreatif; 4) 
Berkompeten  dan 5) Spontan.  
Kemandirian berarti adanya kepercayaan terhadap gagasan-gagasan 
anda sendiri. Kemandirian juga berarti tidak adanya keraguan dalam 
menetapkan tujuan anda dan dibatasi oleh ketakutan dan kegagalan. Kita 
sekarang hidup dalam masyarakat yang berubah sangat cepat sehingga di masa 
mendatang orang yang bisa meraih kesuksesan adalah orang yang bisa 
 
 
 
 
menghadapi perubahan dan memberi kontribusi terhadapnya dengan kata lain 
orang-orang yang bisa memperlihatkan fleksibilitas, inisiatif, dan kreativitas.  
Kemandirian muncul ketika seseorang memiliki : 
1) Tanggung  jawab  
2) Kemandirian  
3) Pengalaman yang relevan  
4) Ruang untuk menentukan keputusan sendiri  
5) Otonomi  
6) Akal sehat  
7) Keterampilan memecahkan masalah  
8) Keterampilan praktis  
9) Kesehatan yang baik. Parker (2006:233).  
 
Penelitian ini penulis mendeskripsikan kemandirian yang dikonkritkan 
adalah masyarakat mampu secara mandiri untuk meningkatkan 
kesejahteraannya.  
c. Macam Kemandirian 
Ali dan Asrori ( 2014:111) membedakan kemandirian menjadi dua, yaitu:  
1) Kemandirian Aman adalah kekuatan untuk menumbuhkan cinta kasih pada 
dunia, kehidupan, dan orang lain, sadar akan tanggung jawab bersama, dan 
tumbuh rasa percaya terhadap kehidupan.  
2) Kemandirian Tak Aman kekuatan kepribadian yang dinyatakan dalam 
perilaku menentang dunia.  
d. Penanaman Nilai Karakter Mandiri di Lingkungan Masyarakat. 
Untuk menumbuhkan kemandirian, warga masyarakat dapat mengikuti 
pelatihan kewirausahaan. Kurniawan (2014:210) menyatakan “pelatihan 
kewirausahaan adalah suatu kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk 
memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, 
 
 
 
 
danpengetahuan kepada peserta pelatihan sehingga dapat mandiri dalam 
berwirausaha.” Maka melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan diharapkan 
masyarakat dapat meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, 
atau perubahan sikap seseorang untuk dapat mandiri dalam berwirausaha 
sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka dikemudian hari.  
Kewirausahaan merupakan kebutuhan mutlak yang harus diwujudkan 
karena akan mengatasi rendahnya penciptaan lapangan kerja di lingkungan 
masyarakat. Perlu adanya penanganan terpadu sehingga menghasilkan 
wirausahawan yang mandiri berkualitas. Kewirausahaan harus ditanamkan 
kepada masyarakat karena boleh jadi dunia kerja berubah semakin cepat, 
banyak perusahaan yang tutup dan lowongan kerja semakin kecil. Bekal 
wirausaha ini sangat penting untuk masa mendatang. Apabila masyarakat 
sudah dibekali pendidikan kewirausahaan, kemandirian akan tertanam dalam 
diri masing-masing individu dimasyarakat, Kurniawan (2014:210-211).  
C. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 
1. Pengertian BKM 
Soetomo (2010:38) BKM sebagai “institusi lokal yang dibentuk 
melalui program PNPM didesain sebagai institusi sukarela”. Kusumo 
Wijayanti.dkk (2009:38) menyatakan bahwa “BKM pada prinsipnya adalah 
wadah sinergis masyarakat bagi orang-orang yang peduli terhadap 
permasalahan kemiskinan dikomunitasnya.” BKM adalah lembaga masyarakat 
(Civil Society Organization), yang pada hakikatnya mengandung pengertian 
sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan 
 
 
 
 
milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak 
luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan 
masyarakat madani(civil society), yang dibangun dan dikelola berlandaskan 
berbasis nilai-nilai universal (value based) (Tata cara Pembentukan Unit 
Pengelola (UP).  
2. Tujuan BKM 
BKM dibentuk sebagai lembaga pimpinan kolektif sebagai motor 
penggerak penumbuhan kembali capital social seperti solidaritas, kesatuan, 
gotong royong dan sebagainya. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan 
secara mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan peran tersebut, BKM 
mengorganisasikan warga untuk merumuskan program jangka menengah tiga 
tahun dan rencana tahunan penanggulangan kemiskinan (Pedoman Teknis 
Tinjauan Partisipatif, PNPM Perkotaan, 2007). Wijayanti.dkk (2011:38) 
BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif sebagai penggerak modal sosial 
untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah desa/kelurahan dengan tugas 
pokok sebagai berikut.  
a. Merumuskan kebijakan serta aturan demokratis mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.  
b. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis 
dan pronangkis.  
c. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan 
yang diambil.  
d. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP UP.  
e. Mengawali terlembaganya nilai nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan.  
f. Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap 
kebijakan pemerintah.  
g. Membangun kerjasama dengan pihak luar (Departemen Pekerjaan Umum). 
3. Peran dan Fungsi BKM 
Soetomo (2012:38-39), Fungsi BKM ada dua :  
a. Fungsi ke dalam yaitu sebagai media partisipasi masyarakat dalam 
keseluruhan proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi  
b. Fungsi ke luar yaitu sebagai representasi masyarakat lokal dalam 
menjalin hubungan kerjasama dengan para stakeholder. 
 
 
 
 
 
4. Proses Pembentukan BKM 
BKM beranggotakan warga komunitas yaitu diakui komitmennya, 
seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan organisasi sosial 
kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK), tokoh masyarakat atau tokoh 
agama, unsur aparatur daerah misalnya LKMD, dapat berpartisipasi dalam 
BKM dalam kapasitas pribadi. Pimpinan BKM harus dipilih dari dan oleh 
anggotanya (Wijayanti.dkk:39).  
5. Unit-Unit Pelaksanaan Tugas BKM 
Unit-unit pengelola ini diangkat dan diberhentikan oleh BKM melalui 
mekanisme rapat anggota BKM. Dalam menjalankan prinsip transparansi dan 
akuntabilitasnya, tiap tahun unit-unit pengelola wajib mempertanggung-
jawabkan semua kerja mereka kepada BKM di dalam rapat anggota tahunan 
BKM. Adapun 
Unit-unit pengelola BKM antara lain:  
a. Unit Pengelola Keuangan (UPK)  
Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk 
oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang 
ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan 
administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM, P2KP, 
maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah. 
b.  Unit Pengelola Lingkungan (UPL)  
Unit Pengelola Lingkungan adalah salah satu gugus tugas yang 
dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan dibidang 
 
 
 
 
pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman diwilayahnya. UPL 
bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, 
penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan 
pemukiman, tata kelola yang baik (good governance) dibidang pemukiman, 
dan lain-lain.  
c.  Unit Pengelola Sosial (UPS)  
Unit Pengelola Sosial adalah salah satu gugus yang dibentuk oleh 
BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang 
ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan dibidang sosial. Peran UPS 
adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan peran sosial bagi 
masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas 
sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar 
Kelurahan/Desa (KBK/D).  
Pelaksanaan tugasnya sehari-hari UPK, UPL, dan UPS merupakan unit 
mandiri dan dapat mengambil keputusan yang bersifat operasional selama 
tidak bertentangan dengan keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
BKM. Oleh sebab itu setiap unit pengelola wajibmempertanggung-jawabkan 
hasil kerjanya kepada BKM (Tata Cara Pembentukan Unit Pengelola (UP) 
BKM P2KP :1-2). 
6. Tugas dan Fungsi UPK, UPL dan UPS 
Secara umun tugas dan fungsi unit-unit pengelola BKM adalah 
menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh BKM, sehingga 
potensi unit-unit pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang 
 
 
 
 
berkaitan dengan masing-masing tugasnya sesuai apa yang tertuang dalam 
PJM Projangkis. Secara rinci tugas masing-masing unit pengelola dijabarkan 
sebagai berikut :  
1) Unit Pengelola Keuangan (UPK)  
UPK berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan 
bidang ekonomi dengan tugas-tugas sebagai berikut :  
a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM;  
b) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi;  
c) Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, 
mengadministrasikan keuangan; dan  
d) Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung 
program ekonomi UPK.  
 
2) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)  
UPL berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan 
bidang lingkungan perumahan dan permukiman dengan tugas-tugas sebagai 
berikut :  
a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia;  
b) Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan 
perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia 
Pembangunan;  
 
 
 
 
c) Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan 
gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan pemukiman 
yang lestari, sehat dan terpadu;  
d) Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya;  
e) Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung 
program ekonomi UPL.  
3) Unit Pengelola Sosial (UPS)  
UPS berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan 
bidang sosial dengan tugas-tugas sebagai berikut :  
a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia; 
b) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia 
bidang sosial;  
c) Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media 
warga/infokom;  
d) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar 
Kelurahan/Desa (KBK/D);  
e) Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santuan, 
beasiswa, sunatan massal, dll; dan  
f) Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung 
program ekonomi UPS (Tata Cara Pembentukan Unit Pengelola (UP) BKM 
P2KP :3-4). 
 
 
 
 
 
 
7. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan BKM/Masyarakat  
a. BKM dilatih merealisasi PJM Projangkis dan rencana Tahunannya dengan 
melakukan kegiatan pembangunan Tridaya (Sosial, Ekonomi dan 
Lingkungan) dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN  
b. BKM dilatih melakukan kerjasama pembangunan dengan costsharing (dana 
BLM/APBN dan dana dari Pemda, lembaga usaha,perorangan dan/atau 
lembaga masyarakat lainnya) melalui kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 
Terpadu (PAKET)  
c. BKM dilatih merealisasikan PJM Projangkis dengan melakukan kemitraan 
dengan Pemda, lembaga usaha, perorangan dan/atau lembaga masyarakat 
lainnya melalui kegiatan “Channeling”(Departemen Pekerjaan Umum). 
8. Kelompok Swadaya Masyarakat 
Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu kumpulan orang yang 
menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan 
pemersatu yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga 
dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai 
bersama.Dalam penanggulangan kemiskinan, visi yang menjadi pemersatu. 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berorientasi pada penanggulangan 
kemiskinan sehingga harus dipastikan warga msikin terdaftar dan terlibat 
dalam kegiatan kelompok dan merupakan penerima manfaat primer sebagai 
kelompok sasaran dari program-program yang sudah dikembangkan dalam 
PJM Projangkis. Manfaat yang dapat dirasakan dapat berupa peningkatan 
 
 
 
 
pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas 
pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, permukiman dan lainnya.  
Posisi KSM adalah independen, artinya KSM bukan bawahan 
BKM/LKM atau Unit Pengelola (UP). Hubungan KSM dan BKM/LKM dan 
UP merupakan hubungan kemitraan, karena itu pengembangan KSM tidak 
boleh berorientasi semata-mata mengakses dana yang ada di BKM/LKM, 
KSM harus mengembangkan kegiatan mandiri atau mengembangkan 
aksessumber daya sendiri. Semua ini dilakukan agar KSM dapat menjadi 
kelompok pemberdaya baik bagi anggota KSM maupun masyarakat umum.  
1) Prinsip-prinsip KSM : 
a) Saling mempercayai dan saling mendukung  
b) Bebas dalam membuat keputusan  
c) Bebas dalam menetapkan kebutuhan  
d) Berpartisipasi nyata.  
2) Peran dan Fungsi KSM : 
a) Sebagai sarana proses perubahan sosial  
b) Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah  
c) Sebagai wadah aspirasi  
d) Sebagai wadah menggalang tumbuhnya saling kepercayaan  
e) Sebagai sumber ekonomi.  
 
 
 
 
 
 
 
3) KSM Mandiri  
Faktor-faktor yang menjadikan KSM Mandiri antara lain :  
a) Pembentukan KSM didasari dengan sukarela. Artinya bahwa anggota yang 
bergabung dalam kelompok tidak didasari dengan niat hanya ingin 
mengajukan bantuan pinjaman modal melainkan niat bergabung dalam KSM 
atas dasar kebutuhan untuk membangun kerjasama.  
b) KSM memiliki rencana kegiatan yang jelas berdasarkan visi yang telah 
disepakati bersama.  
c) KSM mempunyai jadwal pertemuan rutin dalam rangka membahas persoalan-
persoalan yang terjadi diantara anggotanya serta membahas hal yang 
dianggap penting bagi anggota KSM, misalnya penguatan pengetahuan 
mengenai kesehatan, pendidikan, dll.  
d) Kelompok memiliki kesepakatan bersama tentang kepemilikan fasilitas yang 
diterima, kontribusi yang diberikan kepada kelompok, membangun tata 
aturan hak dan kewajiban dalam kelompok.  
e) Kemampuan kepemimpinan/kepengurusan kelompok, memfasilitasi aspirasi 
dan kebutuhan kelompok serta berjalannnya mekanisme pemilihan pengurus.  
f) KSM bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan yang dilakukan baik 
dari sisi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan.  
g) Adanya dana swadaya, kelancaran simpanan dan pengakaran kelompok 
terkait dengan kepemilikan kelompok. 
h) KSM mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan 
anggota dan kelompoknya.  
 
 
 
 
i) KSM mampu membangun jejaring dengan kelompok lain (Kementerian 
Pekerjaan Umum : 44-46). 
D.  Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui peran 
BKM dalam Penanggulangan kemiskinan berbasis mandiri di Kelurahan 
Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaen Gowa. BKM (Badan 
Keswadayaan Masyarakat) merupakan kepanjangan tangan dari Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Melalui Badan 
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan 
PNPM Mandiri 
Penanggulangan Kemiskinan 
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Somba Opu Kabupaen Gowa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi. 
Penanggulangan kemiskinan berbasis mandiri merupakan sebuah upaya 
yang dilakukan BKM untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di 
Kelurahan Pandang-pandang. Mandiri yang dimaksud adalah mandiri dalam 
pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan dana sebagai tujuan 
dalam pengembangan usaha mikro masyarakat miskin Kelurahan Pandang-
pandang, juga melalui program-program BKM yang pada dasarnya 
mempunyai tiga bidang garapan yang sering disebut Tridaya (pembangunan 
lingkungan/infrastruktur, peningkatan ekonomi, pemberdayaan sosial). 
Diharapkan masyarakat dapat menumbuhkan sikap mandiri melalui 
program-program dari BKM. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan 
masyarakat melalui dana pinjaman bergulir, masyarakat miskin yang ada di 
Kelurahan Panddang-pandang diharapkan masyarakat miskin mempunyai 
sikap mandiri dan BKM di sini sebagai badan yang menanggulangi 
kemiskinan dapat mendorong masyarakatnya untuk menerapkan dengan sikap 
mandiri tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 
mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi 
penelitian ditetapkan di Kelurahan Pandang-pandang Jalan Sultan Hasanuddin 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau 
memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga 
penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. Penelitian ini 
di rencanakan bulan November– Desember 2017. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati Moleong (2013:4). 
Objek penelitian kualitatif, adalah objek yang alamiah atau natural 
setting. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak 
memanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki 
obyek relatif tidak berubah Sugiyono (2013:2). 
 
 
 
 
 
 
 
C. Jenis danSumber Data 
Menurut Arikunto (2002:107), sumber data dalam penelitian adalah 
subjek darimana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi 
sumber primer dan sekunder. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 
diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek 
yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang 
berkenaan dengan variabel yang diteliti Arikunto (2010:22).Data Primer oleh 
Moleong (2010:157) didefinisikan, bahwa kata-kata dan tindakan orang-orang 
yang diamati atau diwawancarai. Sumber primer adalah segala sesuatu yang 
secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Adapun sumber 
data primer dalam penelitian ini adalah: 
a. Koordinator BKM 
b. Kepala Kelurahan Pandang-pandang  
c. Anggota BKM 
d. Anggota KSM (Unit Pengelola Keuangan) 
e. Masyarakat Miskin. 
Penentuan informan masyarakat  miskin di sini diambil 
berdasarkankategori RW maju, RW menengah dan RW yang tertinggal. 
Dikelurahan Pandang-pandang terdapat 21RT dan 10 RW. RW yang tergolong 
maju yaitu RW 3, RW kategori menengah yaitu RW 2 dan RW kategori 
 
 
 
 
tertinggal RW 9. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 2 sampel informan 
disetiap kategorinya.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, 
rekamanvideo, benda-benda lain-lain yang dapat memperkaya data primer 
Arikunto(2010:22). 
Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak 
langsung, dari sumbernya yaitu buku-buku literatur, majalah, surat kabar, 
makalah-makalah penelitian, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan 
untuk dijadikan pelengkap informasi dalam penelitian. Dilihat dari segi 
sumber data, sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, 
sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi  Moleong  
(2010:159). 
Untuk memperoleh sumber data sekunder peneliti menggunakan teknik 
dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber tertulis yang berupa buku, arsip, dokumen resmi, program-program 
kegiatan dan foto kegiatan yang dilakukan oleh BKM. Hal ini dapat dilakukan 
dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan atau responden. 
D. Fokus Penelitian 
Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti mengfokuskan pada 
situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan 
aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis Sugiyono(2013:285). 
 
 
 
 
Penelitian ini berfokus dalam 2 hal pokok. 
1. Model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Kelurahan 
Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
a. Perencanaan model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian 
Di Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa  
b. Pelaksanaan model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian 
Di Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa  
c. Evaluasi model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian  
Di Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa  
2. Peran BKM dalam menanggulangi  kemiskinan berbasis  kemandirian 
di Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
a. Perencanaan BKM dalam menanggulangi kemiskinan berbasis   kemandirian 
di Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
b. Pelaksanaan BKM dalam menanggulangi kemiskinan berbasis    kemandirian 
di Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
c. Evaluasi BKM dalam menanggulangi kemiskinan berbasis kemandiriandi 
Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan 
data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian 
kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan beberapa metode. 
 
 
 
 
 
1. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 
dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (Interviewer) yangmengajukan 
pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (Interviewee) yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu Moleong(2013:186). 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu 
topik tertentu Rachman(2011:163). Wawancara yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu 
berupa pedoman wawancara. Model yang digunakan peneliti dalam 
wawancara untuk mengungkapkan data yakni dengan mengajukan pertanyaan 
secara langsung kepada narasumber-narasumber bagaimana peran BKM dalam 
penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Kelurahan Pandang-
pandang KecamatanSomba Opu Kabupaten Gowa. Narasumber dalam 
wawancara ini meliputi: (1) koordinator BKM; (2) anggota BKM; (3) kepala 
Kelurahan Pandang-pandang; (4) anggota KSM (Unit Pengelola Keuangan); 
(5) masyarakat miskin. 
2. Observasi (Pengamatan) 
Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan 
pengamatan terhadap objek penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini 
digunakan untuk mengamati secara langsung peran BKM dalam 
penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Kelurahan Pandang-
pandang KecamatanSomba Opu Kabupaten Gowa dengan menggunakan alat 
 
 
 
 
pengumpul data yang berupa pedoman pengamatan. Dengan mengamatisecara 
langsung kondisi masyarakat miskin, mengamati keseharian masyarakat 
miskin, dan apa saja yang telah BKM lakukan dalam penanggulangan 
kemiskinan. Dengan teknik observasi ini, peneliti dapat mencatat dan 
mendapat data langsung dari subjek. Metode observasi ini dipergunakan untuk 
menyaring data tentang keadaan tempat penelitian dan kondisi masyarakat 
miskin di Kelurahan Pandang-pandang KecamatanSomba Opu Kabupaten 
Gowa. 
Pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu: 
a. pengamatan berperan serta artinya pengamat melakukan dua peran sekaligus, 
yakni sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok yang 
diamatinya 
b. pengamatan tanpa serta pengamat, yakni pengamat hanya berfungsi 
mengadakan pengamatan Moleong (2010:176-177). 
Penelitian ini, kegiatan pengamatan dilakukan melalui tanpa serta pengamat,  
pengamat hanya melakukan pengamatan pada peran BKM dalam penanggulangan 
kemiskinan berbasis kemandirian di Kelurahan Pandang-pandang 
KecamatanSomba Opu Kabupaten Gowa. Dengan mengamati kondisi tempat 
tinggal masyarakat miskin, mengamati kegiatan BKM di bidang ekonomi, bidang 
lingkungan dan bidang sosial, mengamati kondisi pekerjaan masyarakat miskin 
yang telah mendapatkan bantuan dari BKM di bidang ekonomi (modal pinjaman 
bergulir). 
 
 
 
 
 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya Arikunto(2002:206). Metode 
dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta 
informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, 
metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan 
dengan aspek kajian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, metode 
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 
aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa dokumen dari BKM yang 
terdiri dari aktivitas, rancangan program dan sasaran. 
Alat yang digunakan oleh peneliti untuk dokumentasi yaitu catatan 
lapangan. Dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh peneliti berupa foto 
kegiatan BKM di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
F. Validasi Data 
Penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk 
menetapkan keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data, diperlukan 
teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria 
tertentu Moleong (2010: 324). Ada empat kriteria yang digunakan yaitu 
derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 
(dependability) dan kepastian (confirmability). 
Adapun teknik yang digunakan oleh penulis untuk menguji objektivitas 
dan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi oleh 
 
 
 
 
Moleong (2010:330-331), adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang dilakukan dalam 
penelitian ini ada dua jenis, yaitu Triangulasi dengan memanfaatkan sumber, 
berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 
kualitatif. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 
Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi 
dengan metode, terdapat dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan 
penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan 
derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dengan 
cara membandingkan data hasil pengamatan, hasil wawancara juga 
dokumentasi yang peneliti peroleh dari hasil penelitian. 
G. Metode Analisis Data 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu 
analisisberdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 
hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, 
selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat 
disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak 
Rachman(2011:173). Dalam bukunya Miles (1992:16-17) analisis data terdiri 
 
 
 
 
dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
1. Reduksi data 
Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 
dari catatan tertulis di lapangan.Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu 
mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 
ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni : melalui seleksi yang ketat, 
melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola 
yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data 
kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu 
bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan 
data hasil wawancara dan observasi di lapangan. 
2. Penyajian data 
Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang 
memberikan kemungkinan adanyapenarikan kesimpulan dan 
pengambilantindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna 
menggabungkan informasi yang tersusundalam suatu bentuk yang padu dan 
mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, 
jaringan dan bagan. 
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat 
keteraturan, pola-pola  penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan 
 
 
 
 
juga diverifikasikan selama penelitian  berlangsung. Verifikasi adalah penarikan 
kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu 
tinjaua  ulang pada catatan-catatan  lapangan dan meminta responden yang telah 
dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.    
Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, 
kekokohannya,dankecocokannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Kelurahan Pandang-Pandang 
a. Gambaran Umum Kelurahan Pandang-Pandang 
Kelurahan Pandang-Pandang merupakan salah satu kelurahan yang termasuk 
wilayah kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.Kelurahan Pandang-Pandang 
merupakan kelurahan yang berbatasan lansung dengan ibukota kabupaten dengan 
luas wilayah ± 70.88 Ha dengan batas-batas wiayah sebagai berikut: 
Sebelah Utara : berbatasan Kelurahan Mangasa Kota Makassar 
Sebelah Timur :berbatasan Kelurahan Kaloegowa 
Sebelah Selatan :berbatasan Kelurahan Tompo Balang Kabupaten Gowa 
Sebelah Barat : berbatasan Sungai Jeneberang 
 Kelurahan Pandang-Pandang terdiri dari 2 Lingkungan yakni: 
1) Lingkungan Pandang-Pandang terdiri dari 5 Rukun Warga (RW), terdiri 
dari 11 Rukun Tetangga (RT): 
a) RW 01 terdiri dari 3 RT 
b) RW 02 terdiri dari 2 RT 
c) RW 03 terdiri dari 2 RT 
d) RW 04 terdiri dari 2 RT 
e) RW 01 terdiri dari 2 RT 
2) Lingkungan Mangasa terdiri dari 5 Rukun Warga (RW), terdiri dari 10 
Rukun Tetangga (RT): 
 
 
 
 
a) RW 06 terdiri dari 2 RT 
b) RW 07 terdiri dari 2 RT 
c) RW 08 terdiri dari 2 RT 
d) RW 09 terdiri dari 2 RT 
e) RW 10 terdiri dari 2 RT 
b. Adapun Jumlah Penduduk Kelurahan Pandang-Pandang: 
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Pandang-Pandang 
No Urairan Jumlah 
1 Jumlah Kepala Rumah Tangga 1.049 
2 Jumlah Kepala Keluarga 1.172 
3 Jumlah Penduduk Laki-laki 2.304 
4 Jumlah Penduduk Perempuan 2.435 
5 Penduduk Total 4.735 
Sumber: Kantor Kelurahan Pandang-Pandang 
 
Di samping itu mata pencaharian penduduk Kelurahan Pandang-
Pandang didominasi Perdagangan/Jasa (Guru, tenaga kesehatan, hotel dan 
lain-lain) sebanyak 598 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel4.2 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Pandang-Pandang 
Mata Pencaharian Jumlah (Unit Rumah Tangga) 
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan 1 
Industri/Pabrik  15 
Konstruksi/Bnagunan 315 
Perdagangan/Jasa (Guru, tenaga kesehatan, 
hotel  dan lain-lain) 
598 
Pegawai Pemerintah 120 
Jumlah 1.049 
Sumber: Kantor Kelurahan Pandang-Pandang 
c. Kondisi Utilitas Sarana dan Prasarana 
Adapun sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Pandang-
Pandang, sebagai berikut: 
1) Sarana Ibadah, terdiri dari 7 Masjid, yakni Masjid Attaubah di RW 9 RT 
01 Mangasa, Masjid Raodahtul Jannah di RW 9 RT 02 Mangasa, Masjid 
Silaturahmidi RW 8 Mangasa, Masjid An-nur di RW 7 Mangasa, Masjid 
Al Muhajirin di RW 5 Pandang-Pandang,Masjid Rahmatui Ummah di RW 
3 Pandang-Pandang, Masjid Al Muchlicin di RW 2 Pandang-Pandang,  
2) Sarana Pendidikan terdiri dari Sekolah 4  tingkatan, TK sebanyak 3 lokasi, 
SD 3 lokasi, SMP 1 lokasi dan SLTA 3 lokasi serta 1 Lembaga Kursus 
yaitu JILC. 
3) Sarana Kesehatan yakni  Dokter Praktek  4 Dokter dan 4 Apotik 
4) Sarana Air Bersih 
5) Sarana Sosial/Lingkungan 
 
 
 
 
6) Sarana Olahraga 
7) Pengelolaan Air bersih 
8) Kantor Pemerintah 
9) Kantor PDAM 
10) Markas Kodam Toddopuli Kabupaten Gowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Profil Kondisi Masyarakat 
 
Tabel 4.3 Profil Kondisi Masyarakat Kelurahan Pandang-Pandang 
A. Fisik 
No Kriteria/Indikator Parameter 
1 Keteraturan bangunan 59% Bangunan hunian memiliki keteraturan 
2 Keteraturan bangunan 
Kawasan Pemukinan memiliki kepadatan rendah 
(24 unit/Ha) 
3 Kelayakan Fisik Bangunan 
80% Bangunan hunian memiliki luas lantai > 7,2 
m2 per orang 
73% Bangunan hunian memiliki kondisi atap, 
lantai dinding sesuai dengan persyaratan 
teknis 
4 Aksebilitas Lingkungan 
74% Kawasan pemukiman terlayani jaringan 
jalan lingkungan yang minimum memadai 
59% Kondisi jaringan jalan pada kawasan 
pemukiman memiliki kualitas minimum 
memadai 
5 Drainase lingkungan 
97% Kawasan pemukiman tidak terjadi genangan 
air/banjir 
76% Kondisi jaringan drainase di lokasi 
pemukiman memiliki kualitas minimum 
memadai 
6 Pelayanan air minum/ baku 
63% masyarakat terlayani sarana air minum 
untuk minum, mandi dan cuci (perpipaaan 
atau non perpipahaan terlindungi yang layak) 
79% Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, 
mandi, cuci, (minimal 60 liter/orang/hari) 
7 Pengelolaan air limbah 
96% Masyarakat ,e,iliki akses jamban keluarga/ 
jamban bersama (5 KK/jamban) 
99% Jamban keluarga/jamban bersama sesuai 
persyaratan teknis (memiliki kloset leher 
angsa yang terhubung dengan septik thank) 
8 Pengeloaan Persampahan 
37% Sampah domestik rumah tangga di kawasan 
pemukiman terangkut se TPS/TPA 2 kali 
seminggu 
9 
Pengamanan  bahaya 
kebakaran 
0% kawasan Permukiman memiliki prasarana/ 
sarana proteksi kebakaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Non Fisik 
No Kriteria/Indikator Parameter 
1  
Legalitas Pendirian bangunan 
71% Bangunan hunian memiliki IMB 
78% lahan bangunan hunian memiliki 
SHM/HGB 
2 kepadatan penduduk 67 jiwa/Ha 
3 Mata Pencaharian penduduk 57% mata pencaharian utama rumah 
tangga adalah Perdagangan/Jasa (Guru, 
Tenaga Kesehatan, Hotel, dan lain-lain) 
4 Penggunaan Daya Listrik 57% Mayoritas rumah tangga 
menggunakan daya listrik 900 Watt 
(unit rumah tangga) 
5 FasilitasPelayananKesehatan 79% Mayoritas rumah tangga di kawasan 
permukiman menggunakan fasilitas 
kesehatan di Puskesmas/Pustu  
6 FasilitasPelayananPendidikan 76% Mayoritas rumah tangga di kawasan 
permukiman memiliki usia wajib 9 
tahun (SD-SMP) memperoleh akses 
Pendidikan Dasar di dalam 
Kelurahan/Kecamatan yang sama 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
e. Permasalahan Kemiskinan/Pemukiman 
1) Kondisi Fisik 
a) Kondisi fisik kepadatan, keteraturan dan kelayakan bangunan 
Kelurahan Pandang-Pandang masih kategori permukiman dengan 
kepadatan rendah dengan hanya 24 unit per hectar, artinya luas lahan di 
Kelurahan Pandang-Pandang masih sangat memadai atau masih mampu 
mendukung pertumbuhan penduduk. di Kelurahan Pandang-Pandang jumlah 
rumah sekitar 821 unit, namun lahan yang begitu luas dan bangunan yang 
tidak terlalu banyak seharusnya dalam penggunaan lahan dapat lebih efektif, 
namun keadannya bahwa kepadatan rumah terjadi pada kawasan tertentu, 
 
 
 
 
begitupun denga keteraturan bangunan kawasan tertentu begitu tertata, namun 
pada kawasan lain sepadan jalan tidak memadai ketaatan lagi. 
b) Kondisi fisik jalan lingkungan 
Dengan panjang jalan mencapai 15.667 meter atau 15,6km yang juga 
di lalui poros Provinsiatau jalan nasional. Kelurahan Pandang-Pandang juga 
banyak jalan yang mengitari kelurahan, masih terdapat 26% jalan yang tidak 
memadai, baik dari aspek fisik yang sudah banyak yang rusak berat maupun 
lebar jalan yang tidak memadai. 
c) Kondisi Fisik Drainase Lingkungan 
Kelurahan Pandang-Pandang juga dilalui aliran sungai Jeneberang, 
sehingga memudahkan saluran drainase lingkungan bermuara di sungai 
Jeneberang, namun kenyataannya tidak demikian sehingga genangan air air 
masih terdapat di lokasi Kelurahan Pandang-Pandang hal ini dipengaruhi oleh 
koneksitas saluran yang kurang optimal, masih terdapat bnayak saluran yang 
tidak terhubung. Selain itu juga banyak bangunan air yang rusak deng 
sidementasi yang tinggi. 
Dengan panjang total drainase mencapai 14.174 meter atau 14,1 km 
merupakan saluran yang tergolong  panjang, sehingga membutuhkan tenaga 
ekstra untuk merawat agar dapat berfungsi optimal, dari masih terdapat jalur 
jalan yang tidak memiliki drainase, sehitung 2 km sehingga berdampak pada 
koneksitas drainase dan masih terdapat drainase yang tidak berfungsi optima, 
disebabkan oleh beberapa factor, antara lain: a) Drainase dengan bangunan 
 
 
 
 
yang rusak; b) Drainase dengan sedimentasi yang tinggi; dan c) Drainase tidak 
terkoneksi dengan saluran lainnya.  
d) Kondisi Fisik akses air minum/Baku 
Kantor PDAM Kabupaten Gowa terdapat Kelurahan Pandang-Pandang 
dan sebagian besar masyarakatnya sudah mengakses air bersih dari PDAM, 
sehingga persoalan akses air layak minum bukan lagi persoalan, namun karena 
belum semua warga mampu mengakses air bersih layak minum. 
e) Kondisi Fisik sanitasi/air limbah 
Pengelolaan air limbah rumah tangga di Kelurahan Pandang-Pandang 
belum maksimal, hal ini di tandai dengan masih terhubungnya saluran air 
limbah. 
f) Kondisi fisik Pengelolaan sampah 
Setiap musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan 
warga senantiasa mengeluhkan pengelolaan sampah yang tidak optimal di 
Kelurahan Pandang-Pandang, sehingga berdampak pada menumpuknya 
sampah di lokasi lokasi lahan kosong. Belum adanya pengeloaan sampah yang 
baik dan belum terorganisirnya warga membuat persoalan sampah sulit di 
atasi, sementara produksi sampah rumah tangga dan sumber lainya di 
Kelurahan cukup banyak   
g) Kondisi Fisik pengamanan kebakaran 
Kelurahan Pandang-Pandang secara menyeluruh belum memiliki 
penanganan masalah kebakaran sedikitpun, sehingga antisipasi yang dilakukan 
 
 
 
 
adalah mencegah terjadinya kebakaran.Dan hingga saat ini Kelurahan 
Pandang-Pandang belum pernah terjadi kebakaran. 
h) Kondisi fisik Ruang terbuka hijau 
Perkembangan Kabupaten yang cukup pesat, perlunya dipersiapkan 
sejak dini mengenai ketersediaan lahan terbuka hijau, agar kedepan persoalan 
persentase kesiapan lahan RTH tidak menjadi soal, sehingga identifikasi 
persiapan lahan di lakukan sejak dini. 
Banyaknya fasum dan fasos yang dimiliki oleh lahan perumahaan, 
untuk itu mendorong kepada pemerintah untuk dapat sejak dini mengambil 
alih penggunaan lahan tersebut untuk digunakan dengan baik dan menjada 
keberlangsungan lahan fasum fasos tersebut dalam lokasi perumahaan. 
i) Kondisi Fisik Penerangan Jalan Raya 
Persoalan penerangan jalan di kelurahan masih cukup memadai dengn 
jumlah lampu yang di kelurahan, namun perlunya penambahan tiang di 
beberapa titik jalan lingkungan. 
2) Kondisi Non Fisik 
a) Kondisi pendirian bangunan 
Kondisi fisik yang lebih bnayak penggunaan lahan pada perumahan 
dari pada perkampungan warga, tersimpulkan lebih banyak rumah yang 
dibangun berdasarkan IMB sebanyak 767 unit, dari pada tidak berIMB, artinya 
dari 2.639 jumlah bangunan terdapat 68% yang memiliki IMB atau sebanyak 
1.674 unit.  
 
 
 
 
 
b) Kepadatan penduduk 
Masih luasnya lahan persawahan membuat Kelurahan Pandang-
Pandang masih dalam kepadatan yang rendah, namu potensi padat dalam 
waktu dekat sangat potensi, maraknya pembangunan perumahan oleh 
pengembang membuat Kelurahan Pandang-Pandang harus lebih antisipatif, 
munculnyaa pendataan baru oleh penghuni perubahan dapat merubah struktur 
social yang ada di kelurahan. Sehingga antisipasi pertumbuhan haruslah sejak 
dini. 
c) Mata Pencaharian penduduk 
Tingginya perkembangan perumahan, membuat penduduk Kelurahan 
Pandang-Pandang berubah secara struktur social, tingginya penduduk 
perumahan yang berprofesi sebagai perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, 
hotel dan lain-lain) membuat petani tergeser karena sawahnya pun digunakan 
oleh pengemban perumahan, dan mengeser tenaga bangunan dan buruh yang 
sebelumnya mendominasi profesi penduduk Kelurahan Pandang-Pandang.  
d) Penggunaan daya listrik 
Penggunaan listrik pada zaman ini, dikaitkan dengan status social 
seseorang, sehingga penggunaan daya listrik dijadikan salah satu indicator 
dalam menemu kenali status social seseorang dalam masyarakat komunitas 
tertentu. 
e) Fasilitas pelayanan kesehatan 
Kebanyakan dari warga Kelurahan Pandang-Pandang menggunakan 
puskesmas sebagai pelayanan kesehatan pertama ketika terkena penyakit, 
 
 
 
 
pengunaan fasilitas puskesmas ini disebabkan kemudahan akses dan 
kemudahan pelayanan yang diberikan.Namun kepadatan pelayanan yang ada 
membuat kadang pasien harus berartian cukup lama. 
f) Fasilitas Pelayanan pendidikan 
Fasilitas pendidikan di Kelurahan Pandang-Pandang , hanya pada 
fasilitas TK dan Sekolah Dasar (SD) belum tersedia fasilitas Sekolah Lanjutan 
Pertama dan Atas, apalagi perguruan tinggi, namun fasilitas SLTP dan SLTA 
tersebut berada di luar di Kelurahan Pandang-Pandang dengan jarak yang 
dekat. 
Selain pengalian kawasan kumuh berdasarkan survey tim TPP dengan 
pengumpulan data baseline 100-0-100, pemerintah kabupaten Gowa sudah 
terlebih dahulu menetapkan lokasi kumuh kelurahan melalui surat keputusan 
Bupati kabupaten Gowa Nomor 175/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang 
penetapan lokasi perumahan dan permukiman Kumuh di Kabupaten Gowa, 
menetapkan kawasan RW 6 lingkungan Mangasa termasuk dalam kategori 
kumuh berat sevagai kawasan kumuh di Kelurahan Pandang-Pandang. 
Adapun indikator yang digunakan dalam penetapan tersebut menjadi 
kumuh adalah karena ketidakteraturan bangunan dan tingkat kepadatan 
bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana/utilitas 
umum yang belum memadai. 
Surat keputusan ini lahir karena adanya kepedulian pemda dalam 
mengidentifikasi lokasi dan kawasan yang masih tertinggal atau kumuh oleh 
pemerintah daerah, olehnya itu berbagai pihak melakukan identifikasi kawasan 
 
 
 
 
dengan berbagai indicator, sehingga muncul SK kumuh ini, yang di tanda 
tangani oleh Bupati IchsanYasin Limpo Pada Tanggal 9 Februari 2015. 
Kelurahan Pandang-Pandang dengan 2 lokasi kawasan Kumuh, yang 
tersebar di 2 Lingkungan ini, menandakan bahwamasih terdapat kawasan-
kawasan kumuh di setiap ruang masyarakat, olehnya itu melalui laporan profil 
juga BKM Pandang-Pandang Mapan Bersatu telah melakukan identifikasi 
masalah dan potensi serta rencana-rencana kegiatan untuk menanggulangi 
kawasan Kumuh tersebut dari berbagai sektor selain menanggulangi 
kemiskinan yang ada. 
1) Kondisi Fisik 
 Pada prinssipnya keadaan fisik berdasarkan survey baseline dan SK Kumuh 
Bupati pada prinsipnya keadaanya sama, namun membedakan adalah focus 
indentifikasi hanya berada pada kepadatan, kelayakan dan keteraturan 
bangunan serta utilitas umum yang ada di kawasan tersebut. Adapun 7 
indikator tersebut, sebagai berikut: 
a) Kondisi Fisik Kepadatan, Keteraturan dan kelayakan bangunan 
Kawasan kumuh di Kelurahan Pandang-Pandang berdasarkan SK 
Bupati tersebut berada pada Lingkungan Mangasa RW 06 dengan luas 10.57 
Ha. Masuk dalam kategori kumuh berat dan  pada lokasi kawasan kumuh ini 
terlihat secara kasat mata bahwa kepadatan, keteraturan bangunan dan 
kelayakan bangunan belum memadai sesuai standar pelayanan minimum 
(SPM).  
 
 
 
 
Berikut data keadaan setiap kawasan berdasarkan SK Bupati berada 
pada kawasan lingkungan Mangasa RT 01, RT 01 di RW 06, sebagai berikut: 
1) Kondisi Penduduk 
Tabel 4.4 Kondisi Penduduk  
Uraian RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Jumlah Kepala Rumah Tangga 84 50 1049 
Jumlah Kepala Keluarga  92 63 1172 
Jumlah Kepala Rumah Tangga 
MBR 
49 27 731 
Jumlah Kepala Rumah Tangga Non 
MBR 
35 23 318 
Jumlah Penduduk Laki-laki 181 133 2304 
Jumlah Penduduk Perempuan 182 121 2435 
Sumber:Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Kondisi Mata Pencaharian 
Tabel 4.5 Kondisi Mata Pencaharian  
Mata Pencaharian 
(Unit Rumah Tangga) 
RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Pertanian, Perkebunan, kehutanan 
Peternakan 
0 0 0 
Perikanan/nelayan 0 0 0 
Pertambangan/Galian 0 0 0 
Industri/pabrik 0 0 0 
Konstruksi/Bangunan 12 37 49 
Perdagangan/Jasa (Guru, tenaga 
kesehatan, hotel dll) 
49 9 58 
Pegawai pemerintah 23 4 27 
Sumber:Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
 
3) Kondisi Bangunan 
Tabel 4.6 Kondisi Bangunan  
Uraian (Unit Rumah Tangga) RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Jumlah Bangunan hunian memiliki 
luas lantai ≥ 7,2 m2per orang 
67 40 842 
Persentase Bangunan hunian 
memiliki luas lantai ≥ 7,2 m2per 
orang 
80% 80% 81% 
Jumlah Bangunan hunian memiliki 
kondisi atap, lantai, Dinding 
sesuai persyaratan teknis 
59 39 821 
Persentase Bangunan hunian 
memiliki kondisi atap, lantai, 
Dinding sesuai persyaratan 
teknis 
70% 70% 79% 
Sumber: Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
b) Kondisi Fisik Jalan Lingkungan 
Kelurahan Pandang-Pandang dengan pembagian permukiman pada 2 
bagian yakni Perumahan/BTN dan pemukiman Penduduk, terlihat perbedaan 
 
 
 
 
penggunaan bahan baku jalan, pada perumahaan /BTN penggunaan 
materialnya dalah paping Blok sementara perkampungan penduduk sebagian 
menggunakan aspal, hal ini di sebabkan karena permukiman perkampungan 
berada pada sisi jalan poros Kelurahan pandang-Pandang sementara 
perumahaan berada pada bagian tengah wilayah kelurahan Pandang-Pandang. 
Berikut Kondisi fisik jalan : 
Tabel 4.7 Kondisi Fisik Jalan  
Uraian (Meter) RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Panjang Total Jaringan Jalan 1,163 692 15,667 
Panjang Jalan lingkungan dengan 
Lebar > 1,5 meter 
814,00 568,00 574,19 
Panjang Jalan lingkungan dengan 
Lebar > 1,5 meter yang 
permukaannya diperkeras 
749 517 11,335 
Jangkauan Jaringan Jalan 
lingkungan yang layak (%) 
64% 75% 76% 
Panjang Jalan lingkungan dengan 
Lebar > 1,5 meter yang 
permukaannya diperkeras dan 
tidak rusak 
614,00 424,00 431,71 
Panjang Jalan lingkungan dengan 
Lebar > 1,5 meter yang 
dilengkapi sal samping jalan  
529,00 443,00 416,95 
Jalan Sesuai Persyaratan Teknis (%) 49% 63% 60% 
Sumber: Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
c) Kondisi Fisik Drainase Lingkungan 
Sebagai kelurahan yang bersentuhan lansung dengan aliran sungai 
jeneberang, yang merupakan salah satu muara dai slauran sekunder, untuk itu 
bangunan drainase tersebut haruslah baik dan terjaga. Namun berbagai kondisi 
bangunan drainase yang ditemukan rusak berat, unkonektif sehingga aliran air 
menjadi tidak optimal. Berikut adalah kodisi Drainase : 
 
 
 
 
Tabel 4.8 Kondisi Drainase  
Uraian (Meter) RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Luas area permukinan tidak terjadi 
genangan air/banjir (Ha) 
2.53 1.55 4.08 
Persentase Kawasan permukinan tidak 
terjadi genangan air/banjir 
100% 100% 100% 
Panjang Total Dranaise (Meter) 952,00 833,00 1.785,00 
Panjang Kondisi jaringan drainase pada 
lokasi permukiman memiliki 
kualitas minimum memadai (meter) 
780,60 649,70 1.430,30 
Persentase Panjang Kondisi jaringan 
drainase pada lokasi permukiman 
memiliki kualitas minimum 
memadai (%) 
82% 78% 60% 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
Potensi dilalui saluran sekunder tersebut, seharusnya Kelurahan 
Pandang-Pandang tidak lagi memiliki masalah genagan atau banjir namun 
keadaan itu tidak sesuai harapan, oleh karena banyaknya kondisi drainase yang 
tidak optimal, misalnya sedimentasi yang banyak drainase yang tidak memiliki 
konektitas yang baik serta drainase yang rusak dan tidak terawatt 
menyebabkan terjadinya genangan air dan banjir sesaat di Kelurahan Pandang-
Pandang. 
Dengan panjang total drainase mencapai 1.785 Meter atau sekita 1,7 
km terdapat 1.430 atau 1,4 km yang tidak berfungsi optimal, di sebabkan oleh 
beberapa factor, antara lain: drainase dengan bangunan yang rusak, drainase 
dengan sedimentasi yang tinggi, dan drainase tidak terkoneksi dengan saluran 
lainnya 
. 
 
 
 
 
d) Kondisi Fisik Akses Air Minum/Baku 
Tabel 4.9 Kondisi Akses air Minum  
Uraian  RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Jumlah Kepala Keluarga 92 63 1.172 
Jumlah total bangunan 84 50 1.089 
Jumlah masyarakat terlayani sarana 
Air Minum untuk minum, Mandi 
dan Cuci (yang layak) 
58 38 674 
Persentase Jumlah masyarakat 
terlayani sarana Air Minum 
untuk minum, Mandi dan Cuci 
(yang layak) 
69% 76% 66% 
Jumlah masyarakat terlayani sarana 
Air Minum untuk minum, Mandi 
dan Cuci (minimal 60 
liter/org/hari) 
84 50 898 
Persentase Jumlah masyarakat 
terlayani sarana Air Minum 
untuk minum, Mandi dan Cuci 
(minimal 60 liter/org/hari) 
100% 100% 86% 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
Sebagian besar penduduk sudah mengakses air bersih dari PDAM, 
sebanyak 2.290 warga atau 87% sudah terlayani air bersih dari PDAM, dan 
berdasarkan pernyataan kepala lingkungan air sumur/air tanah di Kelurahan 
Pandang-Pandang sangat bersih dan layak sebagai bahan baku minum, 
sehingga dari 2.637 jiwa penduduknya seluruhnya dapat mengakses air, 
minum, mandi dan cuci sebanyak 60 liter/orang/hari. Atau 100% warga 
Pandang-Pandang tidak mengalami kesulitan mendapat air bersih. 
 
 
 
 
 
 
 
e) Kondisi fisik Sanitasi/air limbah 
Tabel 4.10 Kondisi Akses Sanitasi  
Uraian  RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Jumlah Kepala Rumah Tangga 84 50 1049 
Jumlah Masyarakat memiliki akses 
Jamban Keluarga/Jamban 
bersama (5 KK/Jamban) 
80 46 1000 
Persentase Jumlah Masyarakat 
memiliki akses Jamban 
Keluarga/Jamban bersama (5 
KK/Jamban) 
95% 92% 96% 
Jumlah Jamban Keluarga / jamban 
bersama sesuai persyaratan 
teknis 
84 46 1.034 
Persentase Jumlah Jamban Keluarga 
/ jamban bersama sesuai 
persyaratan teknis 
100% 92% 99% 
Saluran Pembungan air Limbah 
rumah tangga terpisah dengan 
Saluran drainase lingkungan (%) 
0% 0% 10% 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
Kondisi RW 6 yang merupakan daerah aliran sungai dan merupakan 
daerah perbatasan, seharunya persoalan sanitasi tidak menjadi masalah, namun 
kondisi lapangan banyak memberikan gambaran bahwa RW 6 lingkungan 
Mangasa ini masih mengalami masalah akses sanitasi yang layak. Masih 
terdapat pengelolaan air limbah masyarakat yang tidak baik, contohnya saja 
banyaknya kumpulan “comberan” yang ada di sekitar warga, dan masih 
terdapat pembuangan limbah rumah tangga di drainase, membuat drainase 
cepat mengalami sedimentasi. Namun keadaan ini belum di sadari oleh 
masyarakat sebagai perilaku yang tidak baik dan menyimpan, sehingga 
menibulkan genangan air dalam lingkungan warga itu sendiri. 
 
 
 
 
f) Kondisi Fisik Pengelolaan persampahan 
Sampah merupakan persoalan “pelit” yang dirasakan oleh warga,setiap 
musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, warga senantiasa 
mengeluhkan pengelolaan sampah yang tidak optimal di Kelurahan Pandang-
Pandang, sehingga berdampak pada menumpuknya sampah di lokasi-lokasi 
lahan kosong yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengundang 
banyak penyakit. Belum adanya pengelolaan sampah yang baik dan belum 
terorganisrnya warga membuat persoalan sampah rumah tangga dan sumber 
lainnya di Kelurahan cukup banyak. 
Tabel 4.11 Kondisi Akses Sanitasi  
Uraian  RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Jumlah kepala rumah tangga 84 50 1.049 
Jumlah sampah domestic rumah 
tangga di kawasan pemukiman 
terangkut ke TPS/TPA minimal 
2 kali seminggu 
50 0 296 
Persentase sampah domestic rumah 
tangga di kawasan pemukiman 
terangkut ke TPS/TPA minimal 
2 kali seminggu 
60% 0% 26% 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
g) Kondisi Fisik Pengaman Bahaya Kebakaran 
Kelurahan Pandang-Pandang secara menyeluruh belum memiliki 
penanganan masalah kebakaran sedikit pun, sehingga antisipasi yang 
dilakukan adalah mencegah terjadi kebakaran.Dan hingga saat ini kelurahan 
Pandang-Pandang belum pernah terjadi kebakaran. 
 
 
 
 
 
Tabel 4.12 Kondisi fisik pengaman bahaya kebakaran 
Uraian  RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Jumlah kepala rumah tangga 84 50 1.049 
Jumlah Total Bangunan (Unit) 84 50 1.089 
Volume kawasan permukiman 
memiliki prasarana/sarana 
proteksi kebakaran 
0 0 0 
Persentase Volume kawasan 
permukiman memiliki 
prasarana/sarana proteksi 
kebakaran 
0% 0% 0% 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
h) Kondisi Fisik Ruang Hijau 
Tabel 4.13 Kondisi Akses Sanitasi  
Uraian  RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Luas Wilayah RT (Ha) 4,792 2 69 
Luas Permukiman (Ha) 2,5 1,6 45,7 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
Kelurahan Pandang-Pandang khususnya dilingkungan RW 6 pada 
aspek RTH masih 2 sumber, yakni RTH yang bersumber dari pekarangan 
rumah dan sepadan Sungai Jeneberang. Namun ketersediaan lahan untuk 
membuka RTH dan ruang public masih merupakan kendala utama, sehingga 
identifikasi lahan dilakukan sejak dini.Banyaknya fasum dan fasos yang 
dimiliki oleh lahan perumahan, untuk itu mendorong kepada pemerintah untuk 
dapat sejak dini mengambil alih penggunaan lahan tersebut untuk digunakan 
dengan baik dan menjaga keberlangsungan lahan fasum dan fasos tersebut 
dalam lokasi perumahan. 
 
 
 
 
 
i) Kondisi Fisik Penerangan Jalan Lingkungan 
Persoalan penerangan jalan di kelurahan masih cukup memadai dengan 
jumlah lampu yang di kelurahan, namun perlunya penambahan tiang di 
beberapa titik jalan lingkungan. 
2) Kondisi Non Fisik (Legalitas Lahan/Bangunan) 
a) Kondisi Pendirian Bangunan 
Teridentifikasi beberapa bangunan yang memiliki da tidak memiliki 
IMB, berikut gambaran kondisi pendirian bangunan. 
Tabel 4.14 Kondisi Pendirian Bangunan 
Uraian  RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Jumlah kepala rumah tangga 84 50 1.049 
Jumlah Total Bangunan (Unit) 84 50 1.089 
Jumlah bangunan hunian memiliki 
IMB 
53 32 767 
Persentase bangunan hunian 
memiliki IMB 
63% 64% 75% 
Jumlah Lahan bangunan hunian 
memiliki SHM/HGB/Surat yang 
diakui pemerintah 
80 44 803 
Persentase Lahan bangunan hunian 
memiliki SHM/HGB/Surat yang 
diakui pemerintah 
95% 88% 78% 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
b) Mata pencaharian penduduk 
Sebagai kelurahan yang berbatasan langsung dnegan ibukota Provinsi 
Sulawesi Selatan, pola pencaharian penduduk pun berubah dari pertanian dan 
nelayan tangkap ikan menjadi jasa dan perdagangan. 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.15 Kondisi Mata Pencaharian  
Mata Pencaharian  
(Unit Rumah Tangga) 
RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Pertanian, Perkebunan, kehutanan 
Peternakan 
0 0 0 
Perikanan/nelayan 0 0 0 
Pertambangan/Galian 0 0 0 
Industri/pabrik 0 0 0 
Konstruksi/Bangunan 12 37 49 
Perdagangan/Jasa (Guru, tenaga 
kesehatan, hotel dll) 
49 9 58 
Pegawai pemerintah 23 4 27 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
c) Pengunaan Daya listrik 
Penggunaan listrik sebagai sarana aktivitas hidup, telah hamper merata 
di semua permukiman penduduk, namun pengunaan listrik untuk penerangan 
jalan belum sepenuhnya terlayani. 
Tabel 4.16 Kondisi Pengunaan Daya Listrik 
Uraian (Unit Rumah tangga) RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 
06 
Rerata 
Jumlah kepala rumah tangga 84 50 1.049 
< 450 Watt 0 0 0 
900 Watt 68 41 109 
1300 Watt 4 2 6 
>2200 Watt 0 0 0 
Menumpang/tidak punya meteran 12 7 19 
d) Fasilitas pelayanan kesehatan 
Kebanyakan dari warga kelurahan Pandang-Pandang mengunakan 
puskesmas sebagai pelayanan kesehatan pertama ketika terkena penyakit, 
pengunaan fasilitas puskesmas ini disebabkan kemudahan akses dan 
kemudahan pelayanan yang diberikan.Namun kepadatan pelayanan yang ada 
membuat kadang pasien harus berantrian cukup lama. 
 
 
 
 
Tabel 4.17 Kondisi Pelayanan Kesehatan 
Uraian (Unit Rumah tangga) RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Jumlah kepala rumah tangga 84 50 1.049 
Rumah sakit 3 2 5 
Praktik Dokter 1 1 2 
Puskesmas 80 47 127 
Dukun/Pengobatan tradisional 0 0 0 
Bidan/mantra 0 0 0 
Tidak pernah 0 0 0 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
 
e) Fasilitas pelayanan pendidikan 
Tabel 4.18 Kondisi Fasilitas Pendidikan  
Uraian  RT 01 – 
RW 
06 
RT 02 – 
RW 06 
Rerata 
Jumlah kepala rumah tangga 84 50 1.049 
Dalam Kelurahan/Kecamatan 47 38 85 
Luar Kecamatan 3 0 3 
Di Kota Lain 1 0 1 
Tidak Sekolah 8 6 14 
Tidak Ada anggota rumah tangga 
usia wajib belajar 
25 6 31 
Sumber: Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan 
Pandang-Pandang  
Fasilitas pendidikan di kelurahan Pandang-Pandang, hanya fasilitas TK 
dan Sekolah Dasar belum tersedia fasilitas Sekolah Lanjutan Pertama dan 
Atas, apalagi perguruan tinggi, namun fasilitas SLTP dan SLTA tersebut 
berada di luar kelurahan Pandang-Pandang dengan jarak yang dekat.  
Secara mikro dapat di identifikasi masalah permukiman kawasan 
kumuh di kelurahan Pandang-Pandang, sebagai berikut: 
1. Keteraturan bangunan pada wilayah perkampungan yang masih sangat 
rendah dan melanggar aturan GSB (Garis Sempadan Bangunan) 
 
 
 
 
2. Pada wilayah tertentu terjadi kepadatan bangunan sementara pada wilayah 
yang lain tidak terjadi kepadatan, atau distribusi bangunan hunian tidak 
seimbang 
3. Terdapat rumah rumah tidak layak huni atau rumah tidak sehat di beberapa 
lokasi 
4. Akses jalan lingkungan belum memenuhi standar pelayanan minimal atau 
masih jalan tanah dan rusak berat 
5. Drainase yang memiliki sedimen tinggi 
6. Drainase yang tidak berfungsi maksimal 
7. Drainase yang bangunannya rusak 
8. Drainase yang belum terkoneksi dengan baik 
9. Masih terdapat genangan air pada beberapa titik kawasan 
10. Masih terdapat masyarakat yang belum mengakses air bersih/baku air 
minum 
11. Persoalaan SPAL belum diterapkan sehingga sanitasi masyarakat masih 
menjadi masalah lingkungan kawasan 
12. Pembuangan air limbah rumah tangga masih bercampur dengan dranaise 
13. System pengelolaan sampah yang belum terjadi sehingga pembuangan 
sampah masyarakat masih menggunakan lahan kosong 
14. Belum tersedianya sarana penanganan maslaah kebakaran 
15. Penyuluhan tentang kumuh belum terjadi hal prioritas di masyarakat 
16. Belum tersedianya fasilitas pengembangan minat bakat dan keterampilan 
hidup di kelurahan 
 
 
 
 
17. Masih terdapat beberapa bangunan yang belum memiliki IMB 
18. Distribusi bangunan hunian belum merata 
19. Terjadi peralihan dari penduduk tani menjadi jasa dan dagang 
20. Dukungan daya listrik terpenuhi 
21. Lampu penerangan jalan belum optimal 
22. Belum adanya rumah sakit atau puskesmas plus di lokasi kelurahan 
23. Belum tersedia sekolah SLTP dan SLTA di Kelurahan Pandang-Pandang 
B.BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Mapan Bersatu 
a. Profil BKM Mapan Bersatu Kelurahan Pandang-Pandang 
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 
dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk 
membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam 
menanggulangi kemiskinan berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena 
menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan 
masyarakat yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembangan 
modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan 
program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan 
yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah 
dan kelompok peduli setempat. Pada tahun 2008 keberlanjutan pelaksanaan 
P2KP diperluas lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). 
Badan Keswadayaan Masyarakat disingkat BKM merupakan lembaga 
yang dibentuk sebagai kepanjangan tangan atau pelaksana Program Nasional 
 
 
 
 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.BKM dibentuk melalui 
pemilihan umum secara bertahap dimulai dengan tingkat basis/lingkungan 
sampai pemilihan tingkat Kelurahan atau Desa yang dipilih dari orang yang 
baik di lingkungannya masing-masing (basis).BKM bertugas merencanakan, 
mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM).Kegiatan tersebut meliputi bidang lingkungan, 
ekonomi, dan sosial. 
BKM Mapan Bersatu Kelurahan Pandang-Pandang Tahun 2017 
memiliki pimpinan kolektif sebagai berikut: Bapak Abdul Karim Tahir yang di 
SK kan pada tanggal 5 Juni 2017 melalui Surat Keputusan Lurah Pandang-
Pandang Nomor: 139/47/KLP/VI/2017 terdiri dari 9 orang anggota BKM, satu 
Koordinator serta 1 orang sekertaris yakni ibu Ana Faradillah. Pengurus BKM 
dalam menjalankan tugasnya dibantu dan Unit Pengelola yaitu Bapak Muh. 
Sahib sebagai Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Ibu Kartini Hamid sebagai 
Unit Pengelola Sosial (UPS), serta Ibu Herlida sebagai Unit Pengelola 
Keuangan/Ekonomi (UPK). 
b. Visi, Misi dan Tujuan BKM Mapan Bersatu 
1) Visi BKM Mapan Bersatu 
Terwujudnya masyarakat madani yang maju, mandiri dan sejahtera dalam 
lingkungan yang sehat, produktif dan lestari di Kelurahan Pandang-pandang 
kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa. 
2) Misi BKM Mapan Bersatu 
a) Membangun masyarakat mandiri melalui penguatan kapital sosial dengan 
menumbuhkankembali prinsip-prinsipkemasyarakatan,nilai-nilai 
kemanusiaan dan solidaritas serta kesatuan sosial sesama warga 
b) Mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun 
kelompok peduli dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan  
 
 
 
 
c) Mampu mewujudkan suatu kondisi lingkungan yang sehat, produktif dan 
lestasri di Kelurahan Pandang-pandang kecamatan Somba Opu kabupaten 
Gowa 
 
3) Tujuan BKM Mapan Bersatu 
a) Untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Pandang pandang melalui 
tridaya pembangunan Kelurahan meliputi kegiatan sarana dan prasarana 
fisik, kegiatan pinjaman bergulir ekonomi produktif dan kegiatan sosial 
masyarakat 
b) Mewujudkan masyarakat berdaya mandiri, yang mampu mengatasi 
berbagai persoalan kemiskinan diwilayahnya sejalan dengan kebijakan 
Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat. 
c) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan model 
pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat 
yang peduli setempat.  
d) Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong 
peningkatan IPM dan MDGs.  
 
c. Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian 
a. Perencanaan Model Penanggulangan Kemiskinan BerbasisKemandirian di 
Kelurahan Pandang-Pandang. 
Pada perencanaan model penanggulangan kemiskinan berbasis 
kemandirian di Kelurahan Pandang-Pandang, pertama yang dilakukan adalah 
menghitung berapa jumlah penduduk miskin yang ada di Kelurahan Pandang-
Pandang. Kelurahan Pandang-Pandang memang tidak begitu luas, dengan luas 
wilayah sekitar ±70.88 Ha  yang terbagi 2 lingkungan yakni lingkungan 
Pandang-pandang dan Lingkungan Mangasa yang terbagi dalam 21 RT dan 10 
RW. Jumlah keseluruhan masyarakat pada tahun 2016 terdapat 4.739 Jiwa 
atau 1.172 KK.Berdasarkan data yang peneliti peroleh jumlah penduduk 
miskin Kelurahan Pandang-Pandang terdapat 1.048 Jiwa atau 483 KK. Seperti 
keterangan koordinator BKM, serta anggota BKM bahwa: “jumlah penduduk 
 
 
 
 
miskin Kelurahan Pandang-Pandang berdasarkan data dari KK ada 425 
miskin.”  
Masyarakat digolongkan miskin pastinya tidak lepas dari 
kriteria.Kriteria untuk menggolongkan masyarakat miskin itu beraneka 
ragam.Memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Namun 
kriteria umumnya yang digunakan di Kelurahan Pandang-Pandang 
diantaranya: rumah yang masih beralaskan tanah, tidak mempunyai kendaraan, 
dan penghasilan tidak tetap. Berdasarkan keterangan dari koordinator BKM 
yaitu bapak Abdul Karim Tahir adalah sebagai berikut:   
“Sebenarnya kriteria warga miskin itu bervariasi ada dari BKKBN, 
Kementerian PU. Tetapi kita di Kelurahan Pandang-Pandang ada beberapa 
kriteria yang digunakan di Kelurahan Pandang-Pandang yaitu diantaranya 
seseorang yang di dasarkan pada standar minimum kebutuhan sehari-hari 
baik dalam hal makanan maupun non makanan, tidak mempunyai 
kendaraan, kemudian yang paling pokok itu adalah penghasilan mereka 
tidak mencukupi kebutuhan hidup layak atau masih dibawah UMK (Upah 
Minimum Kabupaten) atau mungkin penghasilan tidak tetap itu yang 
menjadi kriteria kita kurang lebih itu” (wawancara pada tanggal 23 
November 2017).  
 
Berbicara mengenai kriteria masyarakat miskin, anggota BKM (Ibu 
Rahmatiah) mengungkapkan hal yang sama mengenai kriteria yang digunakan 
untuk menggolongkan masyarakat miskin yaitu: Kondisi yang di bawah 
standar minimun baik dalam hal makanan dan non makanan (wawancara pada 
tanggal 21 Novemver 2017). 
Seperti yang dikatakan peneliti di atas bahwa kriteria masyarakat 
miskin ini beragam.Antara kriteria yang digunakan oleh BKM dengan 
pemerintah Kelurahan terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terlihat dari apa 
 
 
 
 
yang telah diungkapkan oleh bapak Andi Asruddin selaku kepala Kelurahan 
Pandang-Pandang yakni:  
“Seseorang yang meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan 
kesehatan yang buruk kekurangan transportasi yang di butuhkan oleh 
masyarakat” (wawancara pada tanggal 22 November 2017). 
 
Sementara itu hal-hal yang perlu disiapkan dalam perencanaan model 
penanggulangan kemiskinan dalam hal ini model pelatihan adalah alat-alat 
yang mendukung untuk kegiatan pelatihan tersebut.Seperti yang diungkapkan 
oleh Kepala Kelurahan Pandang-Pandang, “yang disiapkan ya alat-alat yang 
memenuhi kegiatan misalnya seperti alat untuk membantu para warga miskin 
untuk menambah atau membuat penghasilan rumah tangga” (wawancara pada 
tanggal 22 November 2017). 
Program khusus yang dirancang untuk menumbuhkan kemandirian 
masyarakat di Kelurahan Pandang-Pandang ini tidak ada.Sebenarnya semua 
program terkait penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut semuanya 
termasuk program khusus.Program yang dilaksanakan di Kelurahan Pandang-
Pandang untuk menanggulangi kemiskinan meliputi beberapa program. 
Dikatakan oleh bapak koordinator BKM bahwa:  
“Jadi disni yang kita laksanakan itu program khusus karena selama ini tidak 
ada kegiatan yang seperti ini program khusus jadi program khususnya tidak 
ada. Di sini sudah pernah ada beberapa kegiatan: pelatihan dan 
pengembangan diri masyarakat, pelatihan kursus menjahit, pelatihan kursus 
sablon baju dana bergulir, banyak sekali kegiatan yang kita lakukan.” 
(wawancara pada tanggal 23 November 2017).  
 
Namun berdasarkan informasi dari anggota BKM ini menyebutkan 
program khusus yang lakukan oleh BKM maupun pemerintah kelurahan yaitu 
diantaranya penambahan modal bagi masyarakat yang ekonomi kecil kami 
 
 
 
 
harapkan kami usahakan sehingga nanti bagi masyarakat yang memilki usaha 
bisa mengembangkan usaha dan mengembangkan ekonominya.  
Pendapat tersebut dikuatkan oleh masyarakat miskin yang telah 
merasakan pinjaman modal usaha yaitu Ibu Sarah, Ibu Ani dan Ibu 
Rosmidah.Untuk ibu Sarah mendapatkan modal pinjaman bergulir untuk usaha 
kecil kripik ubi untuk membuka usaha sembako kecil-kecilan. Ibu Ani 
mendapatkan pinjaman dana tersebut pengembangan usaha penjualan kue 
basah serta Ibu Rosmidah mendapatkan pinjaman dana untuk usaha makanan 
jadi yang di lakukan. Dengan dana pinjaman bergulir yang didapatkan sangat 
membantu usahanya dan merasa sudah mandiri dengan usaha yang digeluti 
saat ini.  Serta berdampak pada peningkatan usaha yang mereka geluti 
(wawancara pada tanggal 22 November 2017). 
Program khusus dari pemerintah Kelurahan Pandang-Pandang dalam 
hal penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut tidak ada. Karena terkait 
dana yang diberikan tidak dapat digunakan untuk memberikan program yang 
dikhususkan untuk penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pandang-
Pandang. Sebagaimana hasil wawancara oleh peneliti kepada bapak Kepala 
Kelurahan Pandang-Pandang, yaitu: 
“Tidak ada program khusus. Tidak ada karena program khusus itu memerlukan 
dana yang besar karena dana desa itu kalau digunakan khusus untuk 
penanggulangan kemiskinan itu terserap artinya biaya untuk kepentingan 
kelurahan habis. Kalau program khusus tidak ada, kita swadaya dari 
masyarakat. Di samping ” (wawancara pada tanggal 22 November 2017).  
Penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Kelurahan 
Pandang-Pandang yang ikut ambil dalam program tersebut diantaranya adalah 
BKM, perangkat kelurahan, donatur serta tokoh masyarakat tersebut. 
 
 
 
 
Koordinator BKM bapak Abdul Karim Tahir menyatakan bahwa yang ikut 
ambil dalam penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Kelurahan 
Pandang-Pandang yaitu: “terutama pengurus BKM dibantu perangkat 
kelurahan, KSM, Pemuda dan warga masyarakat yang melakukan kerja sama” 
(wawancara pada tanggal 23 November 2017).  
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kelurahan 
Pandang-Pandang perencanaan model penanggulangan kemiskinan pada 
kenyataannya kriteria yang telah digunakan BKM maupun pemerintah 
Kelurahan Pandang-Pandang sesuai dengan kondisi masyarakat miskinnya. 
Artinya mereka yang memang tergolong dalam kriteria masyarakat miskin 
memang benar mendapatkan bantuan. Kegiatan yang dilakukan pemerintah 
desa dan BKM sesuai dengan apa yang telah ada dalam perencanaan program 
penanggulangan kemiskinan itu seperti bantuan modal pinjaman bergulir serta 
pemberian pelatihan pada masyarakat miskin khususnya. Mereka dibekali 
dengan diberi pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk mensejahterakan 
masyarakat miskin dan mengurangi tingkat pengangguran. 
b. Pelaksanaan Model Penanggulangan Kemiskinan BerbasisKemandirian di 
Kelurahan Pandang-Pandang 
Model penanggulangaan kemiskinan berbasis kemandirian di 
Kelurahan Pandang-Pandang diterapkan sejak tahun 1998.Namun sejak 
adanya program dari pemerintah yakni PNPM mandiri di Kelurahan Pandang-
Pandang melalui Badan Keswadayaan Masyarakat penanggulangan 
kemiskinan ini gencar digerakkan.BKM Mapan Bersatu yang ada di Kelurahan 
 
 
 
 
Pandang-Pandang merupakan badan khusus yang ditunjuk untuk menerapkan 
model penanggulangan kemiskinan.BKM berdiri pada tahun 2007.Jadi model 
penanggulangan kemiskinan ini gencar dilakukan sejak BKM tersebut 
berdiri.Model-model penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya 
pemberdayaan, pelatihan-pelatihan (diantaranya pelatihan dan pengembangan 
diri masyarakat, pelatihan menjahit, pelatihan kursus sablon baju dan lain-lain) 
dan bantuan modal pinjaman bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah. 
Pemberdayaan yang dimaksudkan di sini adalah memberdayakan 
orang-orang yang mempunyai potensi tetapi potensinya tidak digunakan maka 
pemerintah memberikan dorongan kepada mereka untuk mengembangkan 
potensinya.Yang tidak mempunyai skill juga dibantu dengan diberikan 
skill.Pada intinya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah 
Kelurahan Pandang-Pandang ini dilakukan dengan semaksimal 
mungkin.Artinya mereka yang tidak punya modal untuk usaha diberikan 
bantuan modal pinjaman bergulir, mereka yang tidak mempunyai keterampilan 
diberikan keterampilan dengan adanya pelatihan-pelatihan dan lain 
sebagainya. Dengan tujuan agar mereka secara perekonomian bisa mandiri 
tidak ada lagi pengangguran dan tidak bergantung pada orang lain (tidak hanya 
menunggu uluran tangan orang lain).  
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Abdul Karim Tahir bahwa: 
“Orang miskin itu ada 2 macam.Pertama miskin karena mereka udzhur atau 
sakit yang tidak mungkin sembuh atau tua.Orang yang seperti ini kita beri 
santunan atau cherrity, tetapi yang lebih penting adalah model 
pemberdayaan dimana orang-orang yang sebenarnya punya potensi tetapi 
potensi nya tidak digunakan itu kita dorong untuk digunakan. 
Ketidakberdayaan mereka bisa karena pendidikan, tidak punya skill kita 
 
 
 
 
bantu degan skill. Mereka tidak punya optimisme kita juga bisa mengubah 
mind set mereka cara berfikir mereka. Mereka tidak punya modal kita 
pinjami atau bantuan lain kita beri pinjaman bergulir atau yang lain. Jadi 
intinya secara kesehatan kita bantu, keterampilan kita bantu, modal kita 
bantu dan lingkungan kita bantu.” (wawancara pada tanggal 23 November 
2017).  
 
Pendapat tersebut ditegaskan oleh bapak Andi Asruddin bahwa model 
penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di Kelurahan Pandang-Pandang 
adalah pemberian pelatihan baik diberikan pada mereka yang sudah 
mempunyai usaha atau mereka yang belum mempunyai usaha yang bertujuan 
untuk mengurangi kemiskinan, yaitu: 
“Penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pandang-Pandang kita mengadakan 
pelatihan atau kursus-kursus yang diselenggarakan pemerintah desa untuk 
mengatasi pengangguran, artinya orang kemiskinan dan kekurangan, 
makanya diadakan kursus/pelatihan gunanya untuk membuka lapangan 
kerja supaya yang penganguran kemiskinan itu bisa mendapatkan 
pekerjaan.” (wawancara pada tanggal 22 November 2017).  
 
Berdasarkan informasi dari Ibu Rahmatiah bahwa upaya yang 
dilakukan pemerintah Kelurahan Pandang-Pandang dalam menumbuhkan 
kemandirian ini diantaranya:  
“Kami melibatkan pemuda, remaja, kami mengadakan pelatihan dan 
pengembangan diri, pelatihan menjahit, pelatihan sablon baju dan 
pemberian modal.Yang paling penting kami memberikan semangat pada 
kaum muda agar jangan sampai ada pengangguran”. (wawancara pada 
tanggal 21 November 2017).  
 
Model-model penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di 
Kelurahan Pandang-Pandang ini seperti pelatihan dan pengembangan diri, 
pelatihan menjahit, pelatihan sablon baju, pelatihan kelompok swadaya 
masyarakat, pelatihan on the job training, serta pinjaman modal bergulir 
 
 
 
 
diberikan untuk membantu masyarakat miskin untuk mengatasi pengangguran 
dan bisa hidup mandiri. 
Model-model yang diterapkan di Kelurahan Pandang-Pandang tersebut 
sudah menunjukkan kemandirian masyarakat.Hal tersebut diungkapkan oleh 
bapak Abdul Karim Tahir, “ya secara perlahan tapi pasti.Masyarakat 
khususnya yang bergabung dalam BKM, KSM, serta masyarakat yang terlibat 
sudah mulai mengerti bagaimana mengatasi kemiskinan atau solusinya” 
(wawancara pada tanggal 23 November 2017). 
Pendapat tersebut dipertegas oleh Saudari Herlinda  jika dengan 
adanya model penanggulangan tersebut khususnya dibidang peminjaman 
modal bergulir yaitu:  
“Ya.Terbukti banyak masyarakat yang merasakan modalnya 
bertambah.Dengan begitu berarti ada rangsangan biaya yang dipinjamkan 
BKM sebatas stimulant merangsang masyarakat kecil bahkan mereka ingin 
modalnya ditambah lagi” (wawancara pada tanggal 21 November 2017). 
 
Kemudian dikatakan oleh bapak Andi Asruddinmasyarakat miskin 
Kelurahan Pandang-Pandang sudah menunjukkan kemandirian khususnya 
dengan adanya model penanggulangan dalam hal pelatihan-pelatihan yang 
diberikan yaitu:  
“Khususnya untuk kemandirian yang sudah dengan adanya pelatihan tersebut 
warga masyarakat menjadi bertambah penghasilannya, artinya dulu KK 
miskin mendapat perlakuan sosial dengan mendapat bantuan berupa barang 
kemudian barang digunakan menambah pendapatan. Kita secara tidak 
langsung membantu memberikan barang tidak dengan dana. Misal barang 
untuk membuat sosis dan lain-lain.” (wawancarapada tanggal 22 November 
2017).  
 
 
 
 
 
Masyarakat miskin sudah merasakan sendiri kemandiriannya, dengan 
adanya program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pandang-Pandang. 
Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sarah:  
“Insya Allah mandiri.Karena mandiri itu relatif. Namun selama ini jika saya 
membutuhkan tidak meminta minta ke orang lain itu menurut saya sudah 
mandiri. Meskipun jika kepepet terpaksa pinjam ke orang lain” (wawancara 
pada tanggal 22 November 2017).  
 
Tujuan dengan adanya model penanggulangan kemiskinan berbasis 
kemandirian ini adalah untuk menjadikan masyarakat miskin Kelurahan 
Pandang-Pandang ini menjadi masyarakat madani, yang maju mandiri, dan 
sejahtera dalam lingkungan yang sehat, produktif dan lestari. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Ibu Anibahwa:  
“Ya tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Usahanya 
dapat membantu dan dapat berkembang selain itu kondisi perekonomian 
dapat tercukupi untuk kehidupan sehari hari serta Sangat berpengaruh baik 
karena dengan adanya pinjaman bergulir ini sangat bermanfaat bagi yang 
punya usaha pembayarannya dan bunganya pun ringan.” (wawancara pada 
tanggal 21 November 2017). 
 
Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat miskin 
yaitu Ibu Darajuga mengatakan tujuan dengan adanya model penanggulangan 
kemiskinan berbasis kemandirian membantu masyarakat dalam meningkatkan 
taraf ekonominya, bahwa: “Tidak perlu ke bank meminjam uang untuk 
mendirikan usaha cukup dengan adanya suatu usaha dijalankan dan 
membentuk suatu kelompok swadaya masyarakat kita dengan mudah 
memdapatkan pinjaman dana sehingga usaha dapat berkembang” (wawancara 
pada tanggal 27 November 2017).  
 
 
 
 
Bapak Andi Asruddin selaku Kepala Kelurahan Pandang-Pandang 
mengatakan bahwa tujuan dari adanya model penanggulangan kemiskinan 
berbasis kemandirian adalah: “Untuk mensejahterakan masyarakat khususnya 
masyarakat yang berekonomi kurang dan menambah penghasilan kepada 
warga miskin” (wawancara pada tanggal 22 November 2017).  
Sesuai penuturan lurah Pandang-padang, koordinator BKM serta 
anggota BKM dalam wawancara dan hasil observasi oleh peneliti, dapat 
diketahui bahwa: tujuan adanya model penanggulangan kemiskinan berbasis 
kemandirian ini tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat miskin 
Kelurahan Pandang-Pandang. Disamping itu adanya model pelatihanpelatihan 
yang diberikan ini supaya mereka menjadi mandiri. Tidak menggantungkan 
diri pada orang lain atau tidak menunggu uluran tangan orang lain. Juga 
dengan adanya modal pinjaman bergulir yang diberikan pada masyarakat 
ekonomi lemah sangat membantu artinya masyarakat yang mempunyai 
keinginan membuka usaha atau sudah mempunyai usaha tetapi tidak ada 
modal, dengan bantuan modal pinjaman bergulir ini sangat bermanfaat untuk 
usaha mereka.Ibu Sarah, Ibu Ani dan Ibu Rosmidahmerupakan contoh 
masyarakat yang merasakan keuntungan dengan adanya model 
penanggulangan kemiskinan dalam hal modal pinjaman bergulir. Ibu Sarah 
mendapatkan modal pinjaman bergulir untuk usaha kecil kripik ubi untuk 
membuka usaha sembako kecil-kecilan. Ibu Ani mendapatkan pinjaman dana 
tersebut pengembangan usaha penjualan kue basah serta Ibu Rosmidah 
mendapatkan pinjaman dana untuk usaha makanan jadi yang di lakukan. 
 
 
 
 
Dengan dana pinjaman bergulir yang didapatkan sangat membantu usahanya 
dan merasa sudah mandiri dengan usaha yang digeluti saat ini.  Serta 
berdampak pada peningkatan usaha yang mereka geluti. 
c. Evaluasi Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandiriandi 
Kelurahan Pandang-Pandang 
BKM mempunyai tiga ranah yang harus dikerjakan dalam 
penanggulangan kemiskinan yang sering disebut Tridaya.Tridaya itu 
diantaranya meliputi program dibidang lingkungan, bidang sosial dan bidang 
ekonomi.Bidang lingkungan meliputiperbaikan dan pengawasan jalan serta 
drainase.Bidang sosial sepertiPembentukan Tim Perencana Partisipatif, 
Pembentukan Satuan Tugas Peduli LingkunganPelaksanaan Sosialisasi 
Kawasan Kumuh yang terus berlangsungDan aktivitas-aktivitas yang 
terencana seperti kerja bakti dan gotong royong.Bidang ekonomi 
mengadakanPelatihan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Pelatihan Tim 
Perencanaan Partisipatif (TPP), Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM)Pelatihan On The Job Training (OJT)Pelatihan Media Wargadan 
pinjaman modalbergulir. Sebagaimana hasil wawancara oleh peneliti kepada 
koordinator BKM, kegiatan yang telah dilakukan untuk menanggulangi 
kemiskinan yaitu:  
“Perbaikan dan pengawasan jalan serta drainase, Pembentukan Tim Perencana 
Partisipatif,Pembentukan Satuan Tugas Peduli LingkunganPelaksanaan 
Sosialisasi Kawasan Kumuh yang terus berlangsungDan aktivitas-aktivitas 
yang terencana seperti kerja bakti dan gotong royong, pelatihan dan 
pengembangan diri masyarakat, Pelatihan kursus menjahit, Pelatihan kursus 
sablon baju serta memberikan pinjaman bergulir” (wawancara pada tanggal 
23 November 2017). 
 
 
 
 
 
 
Evaluasi program penanggulangan kemiskinan, BKM mengadakan 
rapat bersama dengan KSM dan masyarakat. Namun rapat tersebut sifatnya 
tidak menentu tergantung situasi dan kondisi.Jika ada permasalahan yang 
harus segera dibicarakan maka diadakan rapat. Seperti hasil wawancara 
kepada bapak Abdul Karim Tahir berikut ini:  
“Sering tidak bisa di hitung, sesuai siklus.Ada siklus tahunan pada bulan 1-2-3-
4 kita melaksanakan rapat-rapat, kemudian kecuali itu kalau ada persiapan 
audit, persiapan pelaksanaan kita mengadakan rapat.Jadi rapat itu sifatnya 
sesuai dengan agenda kegiatan.Yang dibicarakan dan hasil dalam rapat ya 
sesuai agendanya. Misal agenda itu perbaikan jalan raya yang sebelumnya 
aspal menjadi papin blok. Jadi ya sesuai dengan agenda kalau misalnya 
bantuan sosial ya sesuai dengan agenda rapat” (wawancara pada tanggal 23 
November 2017). 
 
Sependapat dengan keterangan yang diberikan oleh bapak Abdul 
Karim Tahir, Ibu Rahmatiah juga berpendapat serupa melalui wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti, yaitu: 
“BKM tidak mempunyai target rapat hanya urgent. Kadang-kadang 2x sekali 
kadang sebulan 2x pun pernah menurut situasi dan kondisi.Yang 
dibicarakan dan hasil dalam rapat yaitu menganalisa kegiatan, sampai 
dimana pelaksanaan kinerja apabila ada kesulitan, ada kendala kami 
musyawarahkan kami rembug sehingga program itu terus berjalan tanpa 
ada kendala sehingga selalu komunikasi. Kami selalu mengadakan 
pertemuan untuk saling give and back, dimana kami selalu memberikan 
saran, petunjuk dimana KSM sebagai pelaksana. Pertemuan tersebut 
dilaksanakan tidak menentu dimana lihat situasi kondisi kadang 4 bulan 
sekali, kadang 2bulan pun kami pernah melaksanakan, 3x pun kami pernah 
melaksanakan dimana kalau ada kejanggalan kami adakan rembukan 
sehingga kami tidak membatasi waktu” (wawancara pada tanggal 21 
November 2017).  
Pertemuan atau rapat tersebut dilaksanakan di Balai Kelurahan kadang 
di rumah bapak petinggi atau dirumah anggota BKM.Pelaksanaan model 
penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian ini pastinya terdapat 
 
 
 
 
kendala yang dihadapi baik dari BKM, pemerintah kelurahan, serta dari KSM 
dalam hal ini UPK. Kendala-kendala tersebut seperti dalam pembayaran 
angsuran tidak tepat waktu atau bisa dikatakan kredit macet, masalah dana 
untuk pelaksanaan program penanggulanagan kemiskinan. Berbicara 
mengenai kendala yang dihadapai dalam pelaksanaan penanggulangan 
kemiskinan berbasis kemandirian, Lurah memberikan keterangan sebagai 
berikut: Kendala pertama masalah dana. Dana yang kita terima dari kabupaten 
itu kurang banyak karena dana itu sudah ada plot-plotnya masing-masing.  
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 
koordinator BKM dan anggota BKM bahwa kendala yang dihadapi yaitu: 
“Kurangnya lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran semakin bertambah 
dan salah satu penanggulangannya di kelurahan pandang pandang dengan 
mendirikan suatu usaha dan mendapatkan bantuan berupa pinjaman dana” 
(wawancara pada tanggal 21 November 2017).  
 
Menurut anggota BKM (Ana Faradillah) yaitu: rendahnya pendidikan sehingga 
berpengaruh untuk memperoleh pekerjaan, dan semakin naiknya harga 
bahan pokok seperti beras. Sehingga satu-satunya jalan bagi masyarakat 
ekonomi kecil yaitu penambahan modal, tingkat kesadaran yang sama ada 
yang masih mencurigai kegiatan semacam ini. Ada yang biasanya hanya 
menunggu bantuan, sementara kalau diajak bersama-sama mengatasi 
kemiskinan mereka hanya mau dientaskan tapi tidak mau dilibatkan. Tetapi 
secara perlahan sekarang sudah lebih baik sebagian warga mau terlibat 
pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan atau kemandirian” 
(wawancara pada tanggal 23 November  2017). 
 
d. Peran BKM Mapan Bersatu dalam Penangulangan Kemiskinan 
 
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 
dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk 
membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam 
menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.Program ini sangat strategis 
 
 
 
 
karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga 
kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi 
perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat serta menyiapkan 
program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan 
yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah 
dan kelompok peduli setempat. 
Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan 
dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat 
atau disingkat BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk 
menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai 
kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (capital social) kehidupan 
masyarakat. 
BKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin 
dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor 
bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat 
secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, 
pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program 
hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. 
Sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi 
masyarakat warga penduduk dikelurahan pada umumnya. Oleh sebab itu peran 
utama BKM adalah: 
a. Mengorganisasikan warga secara partisipatifuntuk merumuskan rencana 
jangkamenengah (3 tahun) penanggulangankemiskinan (PJM Pronangkis). 
 
 
 
 
Peran BKM Mapan Bersatu dalam mengorganisasikan warga secara 
partisipatif membawa dampak yang positif terhadap masyarakat di kelurahan 
Pandang-Pandang, karena masyarakat lebih mudah mengetahui program yang 
telah dibuat pemerintah dan dengan adanya pengorganisasian tersebut BKM 
Mapan Bersatu membuat program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh 
masyarakat. 
Pengorganisasian masyarakat di BKM Mapan Bersatu dalam tautan 
PNPM Mandiri Perkotaan adalah upaya terstruktur untuk menyadarkan 
masyarakat akan kondisi yang dihadapinya, potensi dan peluang yang dimiliki. 
Oleh sebab itu, Cara untuk pengorganisasian warga dapat dilakukan dengan 
mengumpulkan warga masyarakat yang setiap RT-nya diwakili oleh ketua RT, 
sekertaris, bendahara dan masyarakat setempat kelurahan Pandang-Pandang. 
Diharapkan dengan adanya perwakilan dari setiap anggota masyarakat 
kelurahan Pandang-Pandang maka dapat di ketahui secara jelas dan transparan 
tentang mengapa terjadi kemiskinan dikelurahan mereka, kesadaran bahwa 
kemiskinan bukan hanya persoalan kaum miskin, sehingga terbangun 
pemahaman bahwa kemiskinan adalah usaha bersama dan musuh bersama. 
Jadi pengorganisasian masyarakat didalam BKM Mapan Bersatu ini tidak 
diartikan sebagai wadah organisasi, tetapi lebih merupakan kesepakatan 
bersama untuk bersatu sebagai warga disuatu kelurahan untuk bersama-sama 
menanggulangi kemiskinan sebagai suatu gerakan moral. 
 
 
 
 
Dengan adanya pengorganisasian tersebut BKM Mapan Bersatu dapat 
dinyatakan berhasil terbukti jumlah warga miskin dapat berkurang dari tahun-
ketahun di kelurahan Pandang-Pandang. 
b. Sebagai dewan pengambilan keputusanuntuk hal–hal yang menyangkut 
pelaksanaanPNPM Mandiri Perkotaan pada khususnyadan penanggulangan 
kemiskinan padaumumnya ditingkat komunitas. 
Peran BKM Mapan Bersatu, sebagai dewan pengambilan keputusan 
untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada 
khususnya dan penanggulangan kemiskinan BKM Mapan Bersatu 
melaksanakannya secara kolektif dengan jalan musyawarah. 
Kegiatan ini dilakukan agar dalam pengambilan keputusan berdasarkan 
aspirasi semua anggota BKM bukan keputusan salah satu anggota saja.Jadi 
keputusan yang di ambil dapat di pertanggung jawabkan secara bersama-sama. 
Sebagai salah satu Contoh dari pengambilan keputusan tersebut adalah dalam 
perbaikan dan pengawasan jalan serta drainasemaka BKM memprioritaskan 
jalan mana yang akan diperbaiki terlebih dahulu yang sekiranya sudah menjadi 
penghambat dalam kegiatan masyarakat. Sebagai lembaga yang dibuat 
berdasarkan kesadaran bersama dalam proses penanggulangan kemiskinan, 
tentu dalam pengambilan keputusan juga harus dilaksanakan secara 
musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang diharapkan oleh semua 
pihak demi kepentingan bersama. Jika dalam pengambilan keputusan tidak ada 
kesepakatan maka dapat diambil dengan jalan voting.Maka dapat disimpulkan 
bahwa BKM sudah menunjukkan perannnya sebagai dewan pengambilan 
 
 
 
 
keputusan yang berjalan secara efektif dan dilaksanakan secara musyawarah 
sehingga menghasilkan keputusan dengan baik. 
c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilailuhur (jujur, adil, transparan, 
demokratis, dan sebagainya) dalam setiap keputusan yang diambildan kegiatan 
pembangunan yangdilaksanakan. 
Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur yang dilakukan 
BKM Mapan Bersatu dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan 
pembangunan yang dilaksanakan dengan baik dengan bukti segala keputusan 
yang diambil selalu mengedepankan nilai luhur.Nilai-nilai luhur yang 
dimaksud adalah nilai kejujuran, keadilan, teransparan dan demokratis. 
1) Kejujuran yang dimaksud adalah semua kegiatan pemberdayaan dan 
proses pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai kejujuran, agar 
BKM Mapan Bersatu mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat 
dan semua program dapat dijalankan secara sukarela oleh masyarakat 
setempat di kelurahan Pandang-Pandang. 
2) Keadilan dalam hal ini keadilan dalam menetapkan kebijakan, keadilan 
dalam menjawab dan memenuhi kebutuhan nyata dan kepentingan 
masyarakat miskin. 
3) Transparasi yang dilakukan BKM Mapan Bersatu pada dasarnya dapat 
diterapkan dengan membuka akses pada semua pihak yang 
berkepentingan ataupun membutuhkan informasi mengenai hal-hal 
yang dilakukan BKM Mapan Bersatu, baik itu konsep, kebijakan, 
pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan. Dalam 
 
 
 
 
hal ini semua kegiatan dan keuangan dana bantuan yang diterima oleh 
BKM Mapan Bersatu harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada 
masyarakat luas serta pihak-pihak lain secara terbuka melalui papan-
papan informasi yang ada di tingkat kelurahan. 
4) Demokratis, adalah sifat yang dimiliki BKM Mapan Bersatu dalam 
setiap kegiatan pemberdayaan dan keputusan yang diambil selalu 
mengutamakan kepentingan masyarakat pada umumnya bukan 
berdasarkan keinginan pribadi. 
d. Menumbuhkan berbagai kegiatanpemberdayaan masyarakat miskin 
agarmampu meningkatkan kesejahteraanmereka 
Pada kegiatan ini, dilakukan secara partisipatif, artinya masyarakat 
yang melakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, terbentuknya 
tim perencana partisipatif merupakan salah satu upaya yang telah diupayakan 
sebelumnya dalam menemukenali persoalan. 
Perlibatan masyarakat secara masih dan sistematis serta terstruktur 
adalah kekuatan yang baik dalam rangka mempercepat penanganan dan 
pencegahan masalah kawasan kumuh. Adapun upaya-upaya yang dilakukan 
dalam tindakan pemberdayaan ini adalah: 
1. Pembentukan Tim Perencana Partisipatif 
2. Pembentukan Satuan Tugas Peduli Lingkungan 
3. Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Kumuh yang terus berlangsung 
4. Dan aktivitas-aktivitas yang terencana seperti kerja bakti dan gotong 
royong  
 
 
 
 
Di samping itu, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah 
menetapkan tujuan “Membantu Masyarakat miskin perkotaan di 
Kelurahaan/Desa Peserta Program mendapatkan manfaat dari peningkatan 
kondisi lingkungan dan tata kepemerintahan yang baik.Untuk mencapai tujuan 
tersebut pengembangan kapasitas menjadi salah satu sarana yang strategis 
untuk dapat menjadikan semua pelaku baik ditingkat masyarakat, konsultan 
maupun pemerintah kabupaten dapat melaksanakan dengan pengembangan 
kapasitas secara mandiri, sehingga masyarakat dan pemerintah Kabupaten 
menjadi masyarakat yang pembelajar. Kegiatan pengembangan kapasitas dan 
Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) di laksanakan melalui 2 Pendekatan Yaitu 
Pelatihan dan Sosialisasi. 
Adapun kegiatannya yaitu: 
a. Pelatihan Penguatan Kapasitas Masyarakat,  
b. Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif (TPP),  
c. Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
d. Pelatihan On The Job Training (OJT) 
e. Pelatihan Media Warga 
Dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dan Pemerintah 
desa/kelurahaan dalam mengelola pelatihan masyarakat mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga kedepan dapat mengelola 
kegiatan KOTAKU secara mandiri.Di samping pemberian modal pinjaman 
bergulir yang diberikan pada masyarakat ekonomi lemah sangat membantu 
artinya masyarakat yang mempunyai keinginan membuka usaha atau sudah 
 
 
 
 
mempunyai usaha tetapi tidak ada modal, dengan bantuan modal pinjaman 
bergulir ini sangat bermanfaat untuk usaha mereka. Bapak Ibu Sarah, Ibu Ani 
dan Ibu Rosmidah merupakan contoh masyarakat yang merasakan keuntungan 
dengan adanya model penanggulangan kemiskinan dalam hal modal pinjaman 
bergulir.   
e. Mengembangkan jaringan BKM ditingkat kecamatan kota/kabupatensebagai 
mitra kerja Pemerintah Daerahdan wahana untuk menyuarakan 
aspirasimasyarakat warga yang di wakilinya. 
Dalam mengembangkan jaringan, BKM mempunyai kesempatan untuk 
melakukan kemitraan dengan berbagai pihak terbuka luas. Bahkan pemerintah 
telah mendorong proses berjalannya kemitraan itu sendiri dengan 
mengeluarkan berbagai regulasi yang mengoptimalkan lembaga perbankan 
nasional maupun BUMN untuk berperan serta memberikan wadah bagi 
berjalannya kemitraan. BKM dapat bermitra dengan siapa saja diantaranya 
dengan masyarakat, dengan aparatur kelurahan dan dengan pemerintah 
daerah/kota. BKM dapat bermitra dengan  masyakat maksudnya dalam 
kaitannyadengan program BKM untuk penanggulangan kemiskinan. 
BKM dapat melakukan upaya dengan sosialisasi dengan cara selalu 
hadir dalam forum yang melibatkan RT maupun RW. Dan saat itulah BKM 
dapat menjelaskan program-program yang akan dilaksanakan dan artinya 
dengan itu BKM bermitra dengan masyarakat. Sehingga masyarakat akan tahu 
tentang program-program apa saja yang dibuat pemerintah dengan adanya 
kemitraan tersebut. 
 
 
 
 
Kemitraan dan kolaborasi Sinergis, terutama membangun kerjasama 
dan kolaborasi antara masyarakat dengan PEMDA dan swasta (CSR), 
termasuk penguatan City Changer dan Pokja Permukiman Kota. 
f. Menetapkan kebijakan dan mengawasiproses pemanfaatan dana Bantuan 
Langsung Masyarakat, yang sehari-haridikelola oleh Unit Pengelola Keuangan 
Menetapkan kebijakan dan mengawasi pemanfaatan dana BLM 
(Bantuan Langsung Masyarakat) yang dilakukan BKM Mapan Bersatu sudah 
baik dengan mengalokasikan pemanfaatan dana BLM tersebut kedalam 3 
bidang pembangunan yaitu bidang sosial, bidang ekonomi, bidang lingkungan. 
a. Dalam bidang lingkungan, antara lain: 
1) Penataan Lingkungan Pekarangan 
2) Pemugaran atau Revitalisasi, atau rehabilitasi atau renovasi dapat dilakukan 
pada bangunan hunian atau kompleks bangunan yang tidak tertata dengan 
baik serta tidak teratur. Tindakan ini diimplementasikan pada RW 3 
kelurahan Pandang-Pandang 
3) Peremajaan atau rekonstruksi, dapat dilakukan pada jalan dan drainase yang 
bangunannya sudah rusak atau tidak sesuai standar minimal lagi pada aspek 
bangunan jalan dan air. 
4) Pemukiman kembali, pada tindakan ini, dapat dilakukan pola landsharing 
dan land condition, yakni: 
i.Pada tindakan Landsharing di mana warga dipindahkan untuk menempati 
lahan baru, dengan cara tukar guling lahan. Hal ini tidak dapat dilakukan 
pada kondisi kawasan kelurahan Pandang-Pandang, kecuali transmigrasi 
 
 
 
 
ii.Pada tindakan Lankondisian, adalah peremajaan dan penataan kembali 
lahan dan rumah warga agar tidak kumuh, hal ini dapat dilakukan di 
lingkungan beroangin pada RW 4 karena kondisi utulitas umum yang tidak 
lagi berfungsi optimal. 
b. Dalam bidang Sosial, antara lain: 
1) Pelatihan Penguatan Kapasitas Masyarakat,  
2) Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif (TPP),  
3) Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
4) Pelatihan On The Job Training (OJT) 
5) Pelatihan Media Warga 
c. Dalam bidang ekonomi, antara lain: 
1) Meningkatkan pendapatan warga kurang mampu, yaitu dengan cara 
Pinjaman ekonomi bergulir, kurang lebih 13 jenis usah yang telah dibantu 
sepertiUsaha Kripik Ubi, Usaha Air Minum (Galon), Usaha Penjahit, dan 
Usaha Kue Tradisional sampai sekarang dilaksanakan. 
Dari semua pelaksaan kegiatan 3 bidang tersebut mennggunakan 
bantuan dana atau yang disebut dengan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) 
dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya. BLM yang diberikan pada 
masyarakat dalam pembangunan infrastuktur bagi masyarakat tersebut 
mempunyai komposisi 70% dari total biaya yang dibutuhkan, dan dana yang 
30% berasal dari swadaya oleh masyarakat itu sendiri.Hal itu dikarenakan 
dana BLM bersifat stimulan bagi masyarakat untuk mencoba melaksanakan 
apa yang sudah masyarakat rencanakan melalui rencana tahunan dan 
 
 
 
 
perencanaan jangka menengah tahunan dengan lebih 
memprioritaskan kepentinganbersama dan keberpihakan pada masyarakat 
miskin.  
Untuk itu penggunaan dana BLM lebih dirprioritaskan pada kegiatan-
kegiatan koelektif dan menyentuh langsung pada masyarakat miskin. 
Penggunaan dana BLM pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara 
cukup baik dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek 
Tridaya (pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan 
pemberdayaan sosial) dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya 
dapat benar–benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di 
kelurahan bersangkutan.  
Secara singkat ketentuan penggunaan dana BLM bagi komponen sosial 
dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
a. Komponen kegiatan yaitu komponen sosial yang merupakan kegiatan 
sosial/unsur sosial yang akan dilaksanakan oleh BKM Mapan Bersatu melalui 
kesepakatan bersama warga. 
b. Sifat kemanfaatan kegiatan yaitu kegiatan yang secara langsung mampu 
menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalinnya kembali 
budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja 
kewirausahaan dan lain-lain. Selain itu seluruh ketentuan dalam pelaksanaan 
kegiatan sosial ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dalam 
kebijakan BKM. 
 
 
 
 
c. Contoh jenis kegiatan yang dibiayai BLM yaitu: pelatihan KSM untuk 
pengembangan kapasitas/penguatan organisasi. Penyiapan dan penciptaan 
peluang usaha melalui pelatihan dan praktek ketrampilan usaha bagi warga- 
warga miskin yang belum produktif. Selain itu program sosial yang sifatnya 
bantuan yang diupayakan berkelanjutan seperti program penuntasan wajib 
belajar sembilan tahun, dan lain-lain. 
d. Status dana BLM yaitu; sebagai dana stimultan dan diharapkan dapat 
menggugah partisipasi warga lainnya untuk ikut dalam gerakan amal bagi 
kaum miskin. 
PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk 
hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan 
kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan social berorientasi pada 
kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-
norma, hukum, serta peraturan yang berlaku. Secara umum beberapa kegiatan 
yang tidak boleh dibiayai dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat, adalah 
sebagai berikut: 
1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll, 
2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjatadan sejenisnya), 
3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank, 
4. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau garansi, baik yang 
berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak 
ketiga lainnya, 
5. Pembebasan lahan, 
 
 
 
 
6. Pembangunan rumah ibadah, 
7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM, 
8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk 
asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam 
safeguard, 
9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai, agama, tatasusila, dan 
kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai 
universal, 
e. Pembahasan 
1. Kemandirian sebagai Tujuan dari Model Penanggulangan Kemiskinan di 
Kelurahan Pandang-Pandang 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa kriteria penggolongan 
masyarakat miskin yang digunakan di Kelurahan Pandang-Pandang beraneka 
ragam memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan yaitu diantaranya: tidak 
mempunyai penghasilan tetap, tidak mempunyai kendaraan, di dasarkan pada 
standar minimum kebutuhan sehari-hari baik dalam hal makanan maupun non 
makanan dan lain sebagainya merupakan kriteria yang digunakan dalam 
penggolongan masyarakat miskin. Kemiskinan oleh Loekman (2013:3) adalah 
“suatu hal yang komplek dan karenanya tidak dapat dijelaskan dengan hanya 
melihat satu segi saja.”Sedangkan Nareswari (2014:18) kemiskinan 
digambarkan sebagai “kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup pokok atau minimum yaitu sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.” 
 
 
 
 
Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi 
kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.Ketidakmampuan tersebut 
ditunjukkan oleh kondisinya yang berada di bawad garis nilai standart 
kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan. Garis 
kemiskinan merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu 
untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang 
per hari, dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, 
kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. 
Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator konsumsi sebesar 2.100 
kalori/orang setiap hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu, atau 
pendekatan Bank Dunia yang menggunakan standar USD $ 1 per hari. Contoh 
kemiskinan ini adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti 
sandang, papan dan pangan beserta akses lain seperti kesehatan, pekerjaan 
maupun pendidikan. 
Sementara itu faktor penyebab kemiskinan berdasarkan studi SMERU 
Suharto (2009:16) menunjukkan Sembilan kriteria yang menandai kemiskinan: 
(a) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang 
dan papan); (b) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun 
mental; (c) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, 
wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok 
marjinal dan terpencil); (d) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta 
huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan 
sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, 
 
 
 
 
listrik, air); (e) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual 
(rendahnya pendapatan dan aset), maupun misal (rendahnya modal sosial, 
ketiadaan fasilitas umum); (f) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan 
mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan; (g) Ketiadaan 
jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga 
atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat); (h) 
Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.  
Faktor-faktor tersebut di atas salah satunya yang digunakan pemerintah 
Kelurahan Pandang-Pandang maupun BKM dalam mengategorikan 
masyarakat miskinnya, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar (papan, sandang, dan pangan). 
Anwas (2013:84) menggolongkan kemiskinan dalam empat jenis yaitu: 
(a) Kemiskinan Absolut “Merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, 
kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan 
bekerja.” Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut adalah mereka yang 
hidup dengan pendapatan di bawah USD $1 per hari; (b) Kemiskinan Relatif: 
Terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, 
dimana pendapatannya berada pada posisi diatas garis kemiskinan, namun 
relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat sekitarnya; (c) 
Kemiskian Struktural adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan 
pemerintahan dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh 
masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan; (d) Kemiskinan 
 
 
 
 
Kultural : Terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang 
disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga 
menyebabkan miskin. 
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah peneliti lakukan 
di Kelurahan Pandang-Pandang penggolongan masyarakat miskin termasuk 
dalam kemiskinan relatif, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas 
garis kemiskinan namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat 
sekitarnya.Kenapa berada di atas garis kemiskinan, karena Bank Dunia 
mendefinisikan mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah USD $1 per 
hari termasuk miskin.Kelurahan Pandang-Pandang sendiri masyarakat yang 
masuk dalam golongan miskin rata-rata mempunyai pendapatan 40.000 atau 
lebih namun dengan pendapatan sebanyak itu masih tidak cukup untuk 
mencukupi 119 kebutuhan sehari-hari mereka.Kenyataan di lapangan 
masyarakat di Kelurahan Pandang-Pandang masih tidak bisa mencukupi 
kebutuhan sandang, papan dan pangannya. 
Pemerintah mempunyai solusi untuk menanggulangi kemiskinan, 
yaitu: (a) Penyaluran bantuan langsung dalam bentuk seperti BLT, Raskin, 
dana BOS, Jamkesmas (Askeskin), Program Keluarga Harapan (PKH), obat 
murah dan banyak lagi yang lainnya; (b) Program pemberdayaan masyarakat 
kecamatan dan desa di daerah tertinggal dan derah khusus. Pemberdayaan ini 
mencakup berbagai aspek: pendidikan, jalan, jembatan, dan sebagainya; (c) 
Pemberian pinjaman bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha mikro, kecil, 
dan menengah juga koperasi Wardan (2009:17).  
 
 
 
 
Pemerintah sudah melakukan kegiatan untuk penanggulangan 
kemiskinan seperti bantuan Raskin, Bantuan Langsung Tunai, beasiswa, 
Jamkesmas dan sebagainya.Masyarakat miskin yang ada di Kelurahan 
Pandang-Pandang sudah banyak yang merasakan bantuan dari pemerintah 
tersebut.Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti oleh Ibu 
Sarah, Ibu Ani dan Ibu Rosmidah adalah sedikit contoh dari masyarakat 
miskin di Kelurahan Pandang-Pandang yang mendapat bantuan pinjaman 
bergulir.Untuk bantuan jaminan kesehatan tidak semua masyarakat miskin 
yang mendapatkannya. 
Berdasarkan penuturan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan 
jamkesmas banyak diberikan kepada janda dan duda 120 miskin yang ada di 
kelurahan tersebut.Mengingat jumlah penduduk miskin lebih banyak dan 
jumlah bantuan jamkesmas ini tidak mencukupi semuanya maka dari itu 
pemerintah lebih mengutamakan pada mereka yang benar-benar 
membutuhkan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Berdasarkan data 
program jangka menengah penanggulangan kemiskinan jumlah masyarakat 
miskin Kelurahan Pandang-Pandang sebelum adanya program 
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Kelurahan Pandang-
Pandang maupun BKM yaitu 483 KK. Setelah adanya program 
penanggulangan kemiskinan yaitu pemberdayaan, pelatihan dan modal 
pinjaman bergulir, jumah masyarakat miskinnya menjadi 425 KK.Dengan 
presentase kurang lebih 12%, sudah ada pengurangan angka kemiskinan.Hal 
 
 
 
 
tersebut menunjukkan program penanggulangan kemiskinan berbasis 
kemandirian di Kelurahan Pandang-Pandang berhasil. 
Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui: penguatan 
untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Kemiskinan sejak zaman 
dahulu hingga sekarang belum bisa terpecahkan secara tuntas.Menyadari 
sangat kompleksnya masalah dan faktor penyebab kemiskinan, maka 
pengentasan kemiskinan tidak bisa dipecahkan dari aspek ekonomi 
saja.Hakikat penyebab kemiskinan sesungguhnya adalah melekat dalam diri 
individu atau sosial yang bersangkutan.Masalah kemiskinan sangat terkait 
dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu 
pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya 
manusia sehingga mereka mampu berdaya, berdiri diatas kakinya sendiri, 
autonomi atau memiliki daya tawar dan daya saing untuk mampu hidup 
mandiri Anwas (2013:85-86). Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan 
dapat dilakukan dengan cara mengubah mind set individu dan masyarakat 
untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui 
berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan 
masyarakat.Bentuk aktivitas pemberdayaan tersebut diantaranya: kegiatan 
pendidikan dan latihan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan 
yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan 
pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, menumbuhkan lembaga- 
lembaga non formal dalam masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan 
 
 
 
 
kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai 
modal sosial, dan bentuk aktifitas lainnya Anwas (2013:86).  
Terkait program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pandang-
Pandang juga melakukan hal demikian kepada masyarakat miskinnya.Model 
penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian yang diterapkan di 
Kelurahan Pandang-Pandang yaitu pemberdayaan.Berdasarkan hasil 
penelitian, pemberdayaan yang dimaksudkan di sini adalah memberdayakan 
orang-orang yang mempunyai potensi tetapi potensinya tidak digunakan maka 
pemerintah memberikan dorongan kepada mereka untuk mengembangkan 
potensinya.Yang tidak mempunyai skill juga dibantu dengan diberikan 
skill.Pada intinya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah 
Kelurahan Pandang-Pandang ini dilakukan dengan semaksimal 
mungkin.Artinya mereka yang tidak punya modal untuk usaha diberikan 
bantuan modal pinjaman bergulir, mereka yang tidak mempunyai ketrampilan 
diberikan ketrampilan dengan adanya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. 
Dengan tujuan agar mereka secara perekonomian bisa mandiri tidak ada lagi 
pengangguran dan tidak bergantung pada orang lain (tidak hanya menunggu 
uluran tangan orang lain).  
Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: 
pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, 
semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam aspek 
tersebut mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan 
kemiskinan.Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan 
 
 
 
 
pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, 
yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih 
keberhasilan itu pemberdayaan dilakukan dengan carabottom-up, dengan 
menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan 
berdasarkanAnwas  (2013:49) adalah suatu cara dengan mana rakyat, 
organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa 
atas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek 
pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan 
kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan 
lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang 
dimilikinya.Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau 
kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung 
makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok 
atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu 
hidup mandiri. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses 
meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang 
dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya 
dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri 
dan sejahtera.  
Untuk melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai 
pendekatan. Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P 
yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan 
pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut: (a) Pemungkiman; 
 
 
 
 
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan 
masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang menghambat. (b) 
Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- 
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap 
kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian 
mereka. (c) Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-
kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari 
terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang 
kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap 
kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala 
jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. (d) 
Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu 
menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus 
mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan 
posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. (e) Pemeliharaan; memelihara 
kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan 
antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu 
menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang 
memperoleh kesempatan berusaha. 
Pendekatan pemberdayaan dalam hal penguatan yang dilakukan di 
Kelurahan Pandang-Pandangini dengan memberikan keterampilan-
 
 
 
 
keterampilan pada masyarakat miskinkhususnya. Karena dengan adanya 
pelatihan tersebut memberikan pengetahandan menambah kemampuan yang 
dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan dapat 
memenuhikebutuhannya.  
Salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah 
seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat.Partisipasi masyarakat terlibat 
secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna 
keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju 
kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. 
Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil 
(output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan 
pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberadayaan yang 
dilakukan oleh individu atau masyarakat.Meskipun pemberdayaan masyarakat 
bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk 
pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan 
kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan 
secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti: gizi 
dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan 
anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat 
dilakukan secara parsial. Pemberdayaan perlu dilakukan secara 
berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah 
perilaku dan kebiasaan masyarakat kearah yang lebih baik Anwas (2013:51).  
 
 
 
 
Pemberdayaan yang telah dilakukan BKM Mapan Bersatu Kelurahan 
Pandang-Pandang yaitu berawal dari masalah masyarakat miskin yang ada di 
Kelurahan Pandang-Pandang kemudian mengidentifikasi masalah melalui 
Pemetaan Sosial (PS) dalam identifikasi masalah tersebut mengidentifikasi 
siapa saja yang tergolong miskin dan miskinnya ada dimana, kemudian 
mengklasifikasikan kemiskinan yang ada adi sana, menggolongkan penyebab 
kemiskinan (SDM kurang, tidak punya modal, pengetahuan, kesehatan atau 
pendidikan yang kurang). Merumuskannya dalam rencana kemudian 
mengorganisir dalam bentuk BKM dan KSM.BKM sendiri diawasi oleh 
Faskel (Fasilitator Kelurahan) dan Korkot (Koordinator Kota) yang merupakan 
kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.Langkah yang selanjutnya yakni 
mengaplikasikannya dalam bentuk pemberian program penanggulangan 
kemiskinan yang ada di Kelurahan Pandang-Pandang. 
Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua milik kita; 
tahu bagaimana mengelola waktu anda, berjalan dan berpikir secara mandiri, 
disertai dengan kemampuan untuk mengambil resiko dan memecahkan 
masalah Parker(2006:226). Kemandirian dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (2002:710) adalah “hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa 
bergantung pada orang lain.” Untuk menumbuhkan kemandirian, masyarakat 
Program Mengorganisir dalam bentuk BKM dan KSM Merumuskan rencana 
aksi SDM kurang, tidak punya modal, pengetahuan, kesehatan, pendidikan 
kurang. Penyebab Kemiskinan Masalah Klasifikasi Kemiskinan Masyarakat 
Miskin Identifikasi masalah dapat mengikuti pelatihan kewirausahaan. 
 
 
 
 
Kurniawan (2014:210) menyatakan pelatihan kewirausahaan adalah “suatu 
kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan 
sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan kepada peserta pelatihan 
sehingga dapat mandiri dalam berwirausaha.” Maka melalui kegiatan pelatihan 
kewirausahaan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan keahlian-keahlian, 
pengetahuan, pengalaman, atau perubahan sikap seseorang untuk dapat 
mandiri dalam berwirausaha sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan 
mereka dikemudian hari. 
Kewirausahaan merupakan kebutuhan mutlak yang harus diwujudkan 
karena akan mengatasi rendahnya penciptaan lapangan kerja di lingkungan 
masyarakat. Perlu adanya penanganan terpadu sehingga menghasilkan 
wirausahawan yang mandiri berkualitas.Kewirausahaan harus ditanamkan 
kepada masyarakat karena boleh jadi dunia kerja berubah semakin cepat, 
banyak perusahaan yang tutup dan lowongan kerja semakin kecil.Bekal 
wirausaha ini sangat penting untuk masa mendatang. Apabila masyarakat 
sudah dibekali pendidikan kewirausahaan, kemandirian akan tertanam dalam 
diri masing-masing individu dimasyarakat Kurniawan(2014:210-211). 
Pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan di Kelurahan Pandang-Pandang 
ini seperti Pelatihan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Pelatihan Tim 
Perencanaan Partisipatif (TPP), Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM), Pelatihan On The Job Training (OJT), Pelatihan Media Warga, 
Pelatihan Menjahit, Pelatihan Sablon baju dan lain-lain. 
 
 
 
 
Disamping itu adanya model pelatihan-pelatihan yang diberikan ini 
supaya mereka menjadi mandiri. Tidak menggantungkan diri pada orang lain 
atau tidak menunggu uluran tangan orang lain. Juga dengan adanya modal 
pinjaman bergulir yang diberikan pada masyarakat ekonomi lemah sangat 
membantu artinya masyarakat yang mempunyai keinginan membuka usaha 
atau sudah mempunyai usaha tetapi tidak ada modal, dengan bantuan modal 
pinjaman bergulir sangat bermanfaat untuk usaha mereka.Jadi dapat dikatakan 
bahwa dengan adanya model penanggulangan yang diberikan oleh pemerintah 
Kelurahan Pandang-Pandang ini membuat masyarakat miskin kehidupannya 
lebih mandiri. 
Namun kemandirian yang ditanamkan pemerintah kelurahan maupun 
BKM di Kelurahan Pandang-Pandang hanya menekankan masyarakat 
miskinnya untuk mandiri secara perekonomian saja.Untuk kemandirian secara 
moral yang tertanam pada diri masyarakat miskin khususnya belum 
terlihat.Kemandirian secara ekonomi masyarakat miskin Kelurahan Pandang-
Pandang berhasil namun kemandirian secara moral masyarakat miskin 
Kelurahan Pandang-Pandang belum maksimal. Artinya masyarakat miskin di 
sana hanya menikmati kesejahteraannya secara ekonomis namun secara moral 
yang tertanam dalam diri masyarakat, moral kemandiriannya masih belum 
maksimal.  
Masyarakat miskin Kelurahan Pandang-Pandang sudah banyak yang 
dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual, sosial dan mampu 
mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.Terbukti 
 
 
 
 
dengan adanya program pemberdayaan dari pemerintah Kelurahan Pandang-
Pandang maupun BKM, masyarakat miskinnya mampu membuka dan 
mengembangkan usaha sendiri.Masyarakat miskin yang dulunya hanya 
bergantung pada bantuan-bantuan dari pemerintah, sekarang sudah banyak 
yang dapat mencukupi kehidupan sehari-harinya.Hidupnya menjadi semakin 
sejahtera dan mandiri dengan adanya program penanggulangan dari 
pemerintah.Indikator yang pemerintah kelurahan maupun BKM gunakan 
dalam pengolongan masyarakat dalam kesejahteraan mereka adalah 
masyarakat yang sudah mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya sendiri 
seperti pola makan yang sudah tercukupi gizi, telihat perubahan perekonomian 
masyarakat dengan adanya penambahan modal pinjaman bergulir yang 
diberikan.Model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian ini 
dianggap berhasil karena banyak masyarakat miskin yang memanfaatkan 
model-model dari pemerintah disamping pelatihan juga modal pinjaman 
bergulir, namun untuk kemandirian secara moral yang tertanam pada individu 
belum maksimal. 
Tindak lanjut terkait program yang sudah berjalan akan lebih 
meningkatkan dan mengusahakan untuk lebih sering memberikan pelatihan 
agar menambah pengetahuan dan keterampilan. Sehingga tidak ada lagi 
masyarakat yang pengangguran.Kelemahan yang dihadapi yaitu masih banyak 
warga miskin yang kurang mengerti manfaat adanya pelatihan, masih banyak 
yang menyampingkan dan mengacuhkan kegiatan pelatihan-pelatihan. Namun 
kelemahan-kelemahan tersebut dapat ditutup dengan cara pemerintah 
 
 
 
 
kelurahan maupun BKM turun langsung kemasyarakat untuk memberikan 
sosialisasi yang jelas kepada masyarakat dan memberikan penjelasan terkait 
tujuan yang akan mereka dapatkan.  
Program model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pandang-
Pandang banyak menerapkan kemandirian pada masyarakat miskin. Untuk itu 
kelurahan dan desa lain juga dapat melakukan hal yang sama untuk 
menumbuhkan kemandirian masyarakat miskin. Dengan begitu dapat 
mengurangi angka kemiskinan kelurahan dan desa setempat.Karena dengan 
kemandirian yang mereka miliki mereka mempunyai kehidupan yang lebih 
sejahtera dan mampu membiayai kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak 
langsung bisa mencukupi semuanya, paling tidak, bisa sedikit demi sedikit 
tidak lagi menggantungkan diri pada orang lain. 
2. Peran BKM Mapan Bersatu dalam Menanggulangi Kemiskinan di 
Kelurahan Pandang-Pandang 
Sejak adanya program dari pemerintah yakni PNPM mandiri di 
Kelurahan Pandang-Pandang melalui Badan Keswadayaan Masyarakat 
penanggulangan kemiskinan ini gencar digerakkan. BKM adalah lembaga 
masyarakat (Civil Society Organization), yang pada hakikatnya mengandung 
pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga 
kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri 
maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju 
tatanan masyarakat madani (civil society), yang dibangun dan dikelola 
 
 
 
 
berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (value based) (Tata cara 
Pembentukan Unit Pengelola (UP) BKM P2KP :1). 
BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif sebagai penggerak 
modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah desa/kelurahan 
dengan tugas pokok sebagai berikut: (a) Merumuskan kebijakan serta aturan 
demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan 
kemiskinan; (b) Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, 
rencana strategis dan pronangkis; (c) Memonitor, mengawasi dan 
mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil; (d) 
Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP-UP; (e) Mengawali 
terlembaganya nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan; (f) 
Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap 
kebijakan pemerintah; (g) Membangun kerjasama dengan pihak luar 
(Departemen Pekerjaan Umum).  
BKM Mapan Bersatu yang ada di Kelurahan Pandang-Pandang 
merupakan badan khusus yang ditunjuk untuk menerapkan model 
penanggulangan kemiskinan.BKM berdiri pada tahun 2007. Model-model 
penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya pemberdayaan, pelatihan-
pelatihan (diantaranya Pelatihan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Pelatihan 
Tim Perencanaan Partisipatif (TPP), Pelatihan Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM), Pelatihan On The Job Training (OJT), Pelatihan Media 
Warga, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Sablon baju dan bantuan modal 
pinjaman bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah. Tujuan adanya model 
 
 
 
 
penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian ini tidak lain adalah untuk 
mensejahterakan masyarakat miskin Kelurahan Pandang-Pandang.  
Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, 
yaitu: (a) Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi 
fisik dan psikologis si miskin; (b) Faktor Sosial, kondisi-kondisi lingkungan 
sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin; (c) Faktor Kultural, kondisi 
atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini sering 
menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang 
menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas; (d) 
Faktor Struktural, menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak 
sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau 
sekelompok orang menjadi miskin Suharto (2009:18). 
Penyebab kemiskinan disebutkan oleh Koordinator BKM bapak Abdul 
Karim Tahir terdapat tiga yaitu: pendidikan yang rendah, kesehatan (tidak 
sehat menjadi miskin karena tidak bisa bekerja, orang miskin tidak sehat 
karena tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehatan). Dalam hal ini BKM yang 
bekerja sebagai kepanjangan tangan PNPM mempunyai interfensi yang sering 
disebut TRIDAYA yaitu bidang lingkungan, bidang sosial dan bidang 
ekonomi. 
Untuk itu pemerintah Kelurahan Pandang-Pandang dalam hal ini yang 
menangani langsung adalah BKM menerapkan model penanggulangan terkait 
pada tiga bidang garapannya tersebut.Bidang lingkungan meliputi Penataan 
Lingkungan Pekarangan,Pemugaran atau Revitalisasi,rehabilitasi atau renovasi 
 
 
 
 
dapat dilakukan pada bangunan hunian atau kompleks bangunan yang tidak 
tertata dengan baik serta tidak teratur.Tindakan ini diimplementasikan pada 
RW 3 kelurahan Pandang-Pandang, Peremajaan atau rekonstruksi, dapat 
dilakukan pada jalan dan drainase yang bangunannya sudah rusak atau tidak 
sesuai standar minimal lagi pada aspek bangunan jalan dan air, dan 
Pemukiman kembali.Dalam bidang Sosial, antara lain: Pelatihan Penguatan 
Kapasitas Masyarakat, Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif (TPP), 
Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Pelatihan On The Job 
Training (OJT), Pelatihan Media Warga, Pelatihan Menjahit dan Pelatihan 
Sablon Baju. Dalam bidang ekonomi, antara lain: Meningkatkan pendapatan 
warga kurang mampu, yaitu dengan cara Pinjaman ekonomi bergulir, kurang 
lebih 13 jenis usah yang telah dibantu seperti Usaha Roti, Usaha Kripik Ubi, 
Usaha Air Minum (Galon), dan Usaha Kue Tradisional. 
Hal tersebut sesuai dengan bentuk kegiatan pemberdayaan BKM yaitu: 
(a) BKM dilatih merealisasi PJM Projangkis dan rencana Tahunannya dengan 
melakukan kegiatan pembangunan Tridaya (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) 
dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN; (b) BKM 
dilatih melakukan kerjasama pembangunan dengan cost sharing (dana 
BLM/APBN dan dana dari Pemda, lembaga usaha, perorangan dan/atau 
lembaga masyarakat lainnya) melalui kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 
Terpadu (PAKET); (c) BKM dilatih merealisasikan PJM Projangkis dengan 
melakukan kemitraan dengan Pemda, lembaga usaha, perorangan dan/atau 
 
 
 
 
lembaga masyarakat lainnya melalui kegiatan “Channeling” (Departemen 
Pekerjaan Umum).  
Sesuai dengan program P2KP bertujuan untuk mempercepat upaya 
penanggulangan kemiskinan melalui hal-hal berikut ini: (a) Penyediaan dana 
pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan 
lapangan kerja baru; (b) Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana 
dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung 
dapat menunjang kegiatan ekonomi produktif; (c) Peningkatan kemampuan 
perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan 
kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat 
produktif dengan berbasis pada usaha kelompok; (d) Penyiapan, 
pengembangan, dan pemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat 
Kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat 
dalam melaksanakan program pembangunan; (e) Pencegahan menurunnya 
kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar 
lingkungan (Pedoman Umum P2KP Tahun 1999).  
Setiap tahun BKM menetapkan rencana tahunan yang berisi kegiatan-
kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 
pengentasan kemiskinan.Tahun 2016 BKM melalui KSM-KSM melaksanakan 
kegiatan-kegiatan baik pembangunan lingkungan, ekonomi maupun sosial. 
Diantara program-program tersebut di atas yang paling unggul dan 
paling besar dirasakan masyarakat miskin yaitu bidang ekonomi yaitu modal 
pinjaman bergulir. Ibu Sarah, Ibu Ani dan Ibu Dara  merupakan contoh 
 
 
 
 
masyarakat yang merasakan keuntungan dengan adanya model 
penanggulangan kemiskinan dalam hal modal pinjaman bergulir. Jadi pada 
dasarnya adanya model penanggulangan kemiskinan ini sangat membantu 
masyarakat miskin dan meraka merasa mandiri tidak lagi bergantung pada 
orang lain.  
Mekanisme kerja BKM sendiri dibagi sesuai dengan bidangnya 
masing-masing. Mengingat setiap pengurus BKM mempunyai kesibukan 
masing-masing karena disamping sebagai pengurus BKM mereka juga 
mempunyai pekerjaan yang lain. BKM ini tidak bekerja sendiri, melainkan 
bekerjasama dengan KSM.  
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang yang 
menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan 
pemersatu yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga 
dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai 
bersama. KSM harus terdiri dari beberapa orang yang berorganisasi dengan 
membentuk pengurus untuk mencapai tujuan tertentu, berlandaskan peraturan 
dan mekanisme kerja mereka.KSM itu harus dibentuk sendiri oleh warga 
masyarakat, dapat menghidupi diri sendiri dan bermanfaat bagi 
masyarakat.KSM tidak harus dibentuk baru tetapi dapat menggunakan 
kelompokkelompok masyarakat yang sudah ada, asalkan masyarakat miskin 
mempunyai peluang untuk terlibat dalam kelompok dan menerima manfaat 
langsung (bantuan program) adalah warga miskin.Dalam pelaksanaan 
programnya BKM dan KSM sering mengadakan pertemuan atau rapat untuk 
 
 
 
 
memantau jalannya program.Pertemuan atau rapat dilaksanakan di Balaidesa 
terkadang di rumah bapak petinggi atau di rumah anggota BKM. 
Penanggulangan kemiskinan, visi yang menjadi pemersatu. Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) berorientasi pada penanggulangan kemiskinan 
sehingga harus dipastikan warga miskin terdaftar dan terlibat dalam kegiatan 
kelompok dan merupakan penerima manfaat primer sebagai kelompok sasaran 
dari program-program yang sudah dikembangkan dalam PJM 
Projangkis.Manfaat yang dapat dirasakan dapat berupa peningkatan 
pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas 
pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, pemukiman dan lainnya. 
Secara umum tugas dan fungsi unit-unit pengelola BKM adalah 
menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh BKM, sehingga 
potensi unit-unit pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang 
berkaitan dengan masing-masing tugasnya sesuai apa yang tertuang dalam 
PJM Projangkis. Secara rinci tugas masing-masing unit pengelola dijabarkan 
sebagai berikut: (a) Unit Pengelola Keuangan (UPK): UPK berfungsi sebagai 
pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dengan 
tugas-tugas sebagai berikut: (1) Melakukan pendampingan penyusunan usulan 
kegiatan KSM; (2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
KSM ekonomi; (3) Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk 
KSM, mengadministrasikan keuangan; dan (4) Menjalin kemitraan 
(channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi 
UPK. Pelaksanaan model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian 
 
 
 
 
ini pastinya terdapat kendala yang dihadapi baik dari BKM, pemerintah desa, 
serta dari KSM dalam hal ini UPK. Kendala-kendala tersebut seperti dalam 
pembayaran angsuran tidak tepat waktu atau bisa dikatakan kredit macet, 
masalah dana untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. (b) 
Unit Pengelola Lingkungan (UPL): UPL berfungsi sebagai pengelola kegiatan 
penanggulangan kemiskinan bidang lingkungan perumahan dan permukiman 
dengan tugas-tugas sebagai berikut: (1).  Melakukan pendampingan 
penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia;  
(2). Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan 
perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia 
Pembangunan;  
(3). Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan 
gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan pemukiman 
yang lestari, sehat dan terpadu;  
(4). Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya;  
(5). Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung 
program ekonomi Unit Pengelola Lingkungan (UPL): UPL brfungsi sebagai 
Pengelola Kegiatan Lingkungan yang Tugasnya Menata lingkungan yang 
kumuh, dan memperbaiki jalanan yang rusak, Unit Pengelola Sosial (UPS) : 
UPS berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan 
bidang sosial dengan tugas-tugas sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia;  
b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia 
bidang sosial;  
c. Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media 
warga/infokom;  
d. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar 
Kelurahan/Desa (KBK/D);  
e. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santuan, 
beasiswa, sunatan massal, dan lain-lain;  
f. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung 
program ekonomi UPS (Tata Cara Pembentukan Unit Pengelola (UP) BKM 
P2KP:3-4). 
Selama ini keberadaan BKM di Kelurahan Pandang-Pandang sangat 
berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan, diantaranya; 1) 
Mengorganisasikan warga secara partisipatifuntuk merumuskan rencana 
jangkamenengah (3 tahun) penanggulangankemiskinan (PJM Pronangkis); 2) 
Sebagai dewan pengambilan keputusanuntuk hal–hal yang menyangkut 
pelaksanaanPNPM Mandiri Perkotaan pada khususnyadan penanggulangan 
kemiskinan padaumumnya ditingkat komunitas; 3) Mempromosikan dan 
menegakkan nilai-nilailuhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dan 
sebagainya) dalam setiap keputusan yang diambildan kegiatan pembangunan 
yangdilaksanakan; 4) Menumbuhkan berbagai kegiatanpemberdayaan 
masyarakat miskin agarmampu meningkatkan kesejahteraan mereka;               
 
 
 
 
5) Mengembangkan jaringan BKM ditingkat kecamatan 
kota/kabupatensebagai mitra kerja Pemerintah Daerahdan wahana untuk 
menyuarakan aspirasimasyarakat warga yang di wakilinya serta 6) 
Menetapkan kebijakan dan mengawasiproses pemanfaatan dana Bantuan 
Langsung Masyarakat, yang sehari-haridikelola oleh Unit Pengelola 
Keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran BKM 
dalam penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Kelurahan 
Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, maka dapat 
diperoleh simpulan sebagai berikut.  
1. Model penanggulangan yang diterapkan di Kelurahan Pandang-Pandang yaitu 
melalui pemberdayaan yang terdiri dari pengembangkan skill dengan 
memberikan pelatihan. Pelatihan-pelatihan tersebut diantaranya pelatihan 
menjahit, pelatihan pengolahan Ubi menjadi olahan makanan seperti Keripik 
Ubi. Tidak hanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan di atas namun 
model penanggulangan tersebut juga dengan memberikan bantuan Raskin, 
BLT dan Jamkesmas kepada masyarakat miskin. BKM juga mempunyai 
program yang terdapat pada tiga bidang, yaitu bidang lingkungan; bidang 
sosial; dan bidang ekonomi. Model penanggulangan berupa pelatihan ini 
bertujuan agar masyarakat miskin bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri 
dan bisa lebih mandiri tidak lagi bergantung dengan orang lain. BKM berhasil 
dalam penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian. Namun kemandirian 
yang ditanamkan di sana hanyalah kemandirian dalam segi ekonomi, untuk 
kemandirian dalam perspektif moral belum maksimal.  
2. Peran BKM dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Pandang-
Pandang meliputi tiga bidang. Tiga bidang tersebut yaitu bidang lingkungan, 
sosial dan ekonomi. Namun program yang paling diunggulkan dan manfaatnya 
 
 
 
 
langsung dirasakan oleh masyarakat miskin di bidang ekonomi yaitu modal 
pinjaman bergulir. Dengan adanya modal pinjaman bergulir ini sangat 
membantu masyarakat miskin dalam mengembangkan atau mendirikan usaha. 
Modal pinjaman bergulir dikhususkan pada mereka yang ekonomi lemah. 
Banyak masyarakat miskin Kelurahan Pandang-Pandang yang merasakan 
keuntungan dengan adanya program tersebut. Maka BKM sangat berperan 
dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Pandang-Pandang. 
A. Saran 
Peneliti dapat memberikan saran berdasarkan hasil penelitian tentang peran 
BKM dalam penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Kelurahan 
Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai berikut :  
1. BKM, menanggulangi kemiskinan tidak hanya dengan pendekatan ekonomis 
tetapi juga dengan pendekatan karakter. Dengan kata lain, moral kemandirian 
pada diri masyarakat miskin harus ditanamkan tidak hanya kemandirian secara 
ekonomi. Supaya dalam diri masyarakat miskin tidak tertanam rasa malas, 
perasaan yang selalu merasa kurang, dan lain sebagainya. Untuk itu mengubah 
kemandirian secara moral ini sangat diperlukan. 
2.  Pemerintah Kelurahan Pandang-Pandang, menekankan klasifikasi penggolongan 
masyarakat miskin, guna meminimalkan jumlah penduduk miskin yang ada di 
Kelurahan Pandang-Pandang. Seharusnya dalam pemberian pelatihan pemerintah 
desa harus memberikan secara terus agar masyarakat miskin menambah 
pengetahuan keterampilannya. Sehingga memberikan peluang lebih kepada 
 
 
 
 
mereka untuk mendapatkan pekerjaan agar meningkatkan tingkat kemandirian 
dan kesejahteraan masyarakat.  
3. Masyarakat miskin, meningkatkan kesadaran untuk membangun dirinya. 
Dengan adanya model yang diterapkan dalam penanggulangan masyarakat 
miskin ini bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Artinya jika 
diadakan pelatihan khususnya pelatihan usaha dapat diikuti dengan baik, 
apabila mengajukan modal pinjaman bergulir juga bisa dimanfaatkan untuk 
modal usaha. Pada hakikatnya itu semua bertujuan untuk mensejahterakan 
masyarakat miskin. 
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